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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada 
Tanggal 25 Februari 2003 dengan Ibukota Paringin memiliki semboyan 
”Sanggam” yang berarti kesanggupan melaksanakan pekerjaan 
(pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat. Sesuai 
Visinya yaitu Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang lebih 
Maju dan Sejahtera, dan salah satu misinya yaitu meningkatkan perekonomian 
masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan 
ekonomi kreatif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan 
mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis untuk mencapai visi dan 
misi tersebut. Salah satu rencana strategis yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 
Tahun 2021-2026 yang menjadi perhatian utama adalah meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah penerimaan 
dari kekayaan daerah yang dipisahkan.  

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah 
dilakukan pada BUMD, termasuk penyertaan modal di lembaga keuangan. 
Total penyertaan modal di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 
Selatan sampai pada tahun 2022 sebanyak Rp143.397.600.000. Selanjutnya 
tahun 2023 ini direncanakan penyertaan sebanyak Rp35.000.000.000, Tahun 
2024 sebanyak Rp180.000.000.000, dan Tahun 2025 sebanyak 
Rp150.000.000.000. Penyertaan dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham 
yang tentunya memberikan pengembalian ke Pemerintah Daerah Kabupaten 
Balangan berupa dividen. 

Kajian Analisis Investasi Penyertaan Modal Pemerintah daerah 
Kabupaten Balangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 
dilakukan untuk memberikan rekomendasi atau sebagai bahan pertimbangan 
dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud. 
Kajian ini menyangkut beberapa aspek, baik aspek non keuangan, maupun 
aspek keuangan. Kajian aspek non keuangan meliputi, 1) Aspek Hukum dan 
Kelembagaan, 2) Aspek Pasar dan Pemasaran, dan 3) Aspek Ekonomi, 
sedangkan kajian aspek keuangan dilakukan dengan menghitung dan 
menganalisis 1) Net Present Value (NPV), 2) Net Benefit Cost Ratio (Net 
B/CR), 3) Internal Rate Return (IRR), dan 4) Discounted Payback Period 
(DPP). Kajian ini juga dilengkapi dengan interpretasi atas kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Kinerja keuangan PT. 
BPD Kalimantan Selatan, sehingga dapat dihasilkan gambaran yang utuh 
dalam rangka pengambilan keputusan kelayakan penyertaan modal tersebut.  

Lembaga keuangan seperti perbankan sebagai organisasi yang 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, 
memegang peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan 
vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas perdagangan 
maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank pula 
yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di berbagai 
sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali 
peranannya terutama dalam abad modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, 
peranan bank sangat membantu terhadap kelancaran pelaksanaan 
pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta. 
Sehubungan dengan Pembangunan di Kabupaten Balangan, PT. BPD Kalsel 
telah berkontribusi secara nyata dalam berkolaborasi dengan Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah baik langsung, 
maupun tidak langsung. Kinerja secara langsung yang dimaksud adalah 
mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa pendapatan jasa 
giro, bunga deposito, dan dividen. Kinerja tidak langsung adalah penyaluran 
kredit yang tepat kepada masyarakat, baik sebagai petani, pedagang, dan 
pengusaha, serta masyarakat secara keseluruhan. Manfaat lainnya adalah 
dapat memperlancar roda perekonomian, meningkatkan pendapatan 
masyarakat serta memperkuat daya beli masyarakat. 

Hasil Kajian non keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden belum pernah mendapatkan kredit (66.2%). Potensi ini perlu 
difasilitasi karena sebagian besar terkendala dengan jaminan (33.3%). 
Diperlukan kebijakan-kebijakan khusus pemerintah Kabupaten Balangan 
dalam rangka memfasilitasi kendala calon nasabah PT BPD Kalsel. Demikian 
pula dengan nasabah PT. BPD Kalsel, sebagian besar masih berencana untuk 
mengembangkan usahanya melalui penambahan kredit. Hasil kajian 
keuangan menunjukkan bahwa penyertaan modal pada PT. BPD Kalsel layak 
untuk dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan 
daerah terutama untuk penyertaan beberapa tahun ke depan sesuai rencana 
sampai dengan tahun 2025. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan 

Daerah) telah memberikan ruang yang cukup luas bagi daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip 

desentralisasi dan otonomi daerah. Selain untuk mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat, otonomi daerah ini menuntut daerah untuk lebih mandiri 

dalam meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, daerah tertentu untuk seoptimal 

mungkin memanfaatkan kearifan lokal, potensi daerah, kreativitas daerah, dan 

inovasi dalam meningkatkan kemampuan daerah1.  

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pada sektor ekonomi dan 

pembangunan, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini bahkan 

memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat 

meningkatkan kemampuan daerah dengan mekanisme dan tata kelola 

perusahaan yang baik, diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). Kendatipun demikian, yang menjadi pembeda terhadap perusahaan 

swasta pada umumnya, yaitu bahwa BUMD tidak serta merta hanya 

berorientasi pada mekanisme pasar dengan tolok ukur rugi dan untung (profit 

oriented), namun juga harus diorientasikan pada aspek pelayanan publik 
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(benefit and social oriented), penyeimbang kekuatan pasar, turut membantu 

pada pengembangan usaha kecil dan menengah, turut memberikan manfaat 

bagi perkembangan perekonomian daerah, serta untuk menyelenggarakan 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan 

pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung 

jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan 

mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah 

dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

Berkaitan dengan aspek permodalan, pada prinsipnya, peraturan 

perundang-undangan telah memberikan peluang yang sangat lebar mengenai 

sumber modal perusahaan umum daerah. Hal ini setidaknya dapat dilihat 

dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah. Bahwa sumber modal BUMD terdiri atas 

penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya berupa 

kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset. Pada perusahaan 

umum daerah, penyertaan modal daerah dilakukan untuk 5 modal pendirian 

serta penambahan modal, dengan bentuk berupa uang dan barang milik 

daerah. 
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Berkaitan dengan penyertaan modal daerah, Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

sebagai peraturan pelaksanaannya ini juga mengamanatkan bahwa 

penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Terkait 

dengan hal ini, memang menjadi sesuatu yang dilematis. Pada satu sisi, 

penetapan melalui peraturan daerah ini penting untuk kepastian hukum karena 

berkaitan dengan permodalan, serta bentuk pelibatan secara konkret bagi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dapat secara langsung 

menjalankan fungsi pengawasan. Di sisi yang lain, penyertaan modal yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah tentu harus melalui alur formal-

prosedural yang tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat 

melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau 

BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD 

dan penambahan modal BUMD dan penyertaan modal Daerah dapat berupa 

uang dan barang milik Daerah. 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan 

syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari 

penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan 

barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada 

badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi 

pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula 

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas 

perekonomian negara. Hal ini seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 23D 

Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu 

bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang.  

Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank adalah 

sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyalur dana 

masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah diperlukan usaha untuk menambah sumber pendapatan 

daerah melalui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. 

Dapat diinformasikan bahwa besaran penyertaan modal awal Pemerintah 

Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Selatan sampai Tahun 2015 sebesar Rp. 108.397.600.000,00 (seratus 

delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). 

Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah bertujuan untuk 
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meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah 

Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

menghasilkan laba. Selanjutnya, penyertaan modal tahun 2022 sebanyak 35 

milyar rupiah dan rencana untuk tahun 2023 sebanyak 65 milyar dalam bentuk 

berupa uang 61 milyar rupiah dan tanah berupa SHM dengan luas 923,93 M2 

dengan nilai 4 milyar rupiah, tahun 2024 sebanyak 150 milyar, dan tahun 2025 

sebanyak 150 milyar. Diperkirakan total penyertaan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Balangan di PT. BPD Kalsel sejak tahun 2015 sampai tahun 2025 

sebanyak Rp508.397.600.000,- 

Keputusan untuk melakukan penyertaan modal (investasi) oleh 

pemerintah daerah merupakan suatu keputusan yang harus dipertimbangkan 

dari berbagai aspek. Sebelum keputusan tentang investasi dilakukan, terlebih 

dahulu dilakukan analisis investasi. Analisis investasi bertujuan untuk 

mengkaji dan menganalisis apakah suatu kegiatan investasi memberikan 

manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Manfaat akan harapan keuntungan 

(return) di masa yang akan datang tersebut merupakan kompensasi atas 

waktu dan risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan. 

1.2.  Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maksud dan tujuan 

penyusunan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengetahui kelayakan 

penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk 
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meningkatkan penerimaan PAD melalui penyertaan modal pada BUMD untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas daerah ke 

arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Kajian ini dilaksanakan 

dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana kondisi kemampuan/kesehatan/tingkat efisiensi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan 

kegiatannya. 

b. Bagaimana kondisi kemampuan keuangan daerah untuk melakukan 

penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Selatan. 

c. Apakah Pemerintah Kabupaten Balangan layak melakukan investasi 

atas rencana penambahan penyertaan modal sebagai upaya 

peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah 

Pendapatan Asli Daerah 

1.3.  Tujuan dan Sasaran 

Maksud dan tujuan penyusunan Kajian Analisa Investasi Penyertaan 

Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah 

mengetahui kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah 

Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Selatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di 

daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. 
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Tujuan penyusunan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengetahui 

kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan 

kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk 

meningkatkan PAD Kabupaten Balangan, sebagai salah satu pengungkit 

pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan 

tenaga kerja.  

Adapun sasaran dari penyusunan kajian investasi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi kondisi kemampuan/kesehatan/tingkat efisiensi PT. 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan 

kegiatannya. 

b. Mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah untuk melakukan 

penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Selatan. 

c. Melakukan analisis kelayakan investasi terhadap rencana penambahan 

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan untuk peningkatan 

pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli 

Daerah. 

1.4.  Ruang Lingkup Kajian 

Secara garis besar kajian investasi PT. Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Selatan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut: 
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a. Identifikasi kondisi kemampuan/kesehatan tingkat efisiensi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan 

kegiatannya. 

b. Identifikasi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Balangan 

dalam melakukan penyertaan modal.  

c. Identifikasi analisis kelayakan investasi terhadap rencana penambahan 

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan untuk 

pengembangan kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Selatan. 

Sehubungan dengan kelayakan investasi, beberapa hal teknis yang perlu 

untuk dikaji secara lebih mendalam baik aspek non keuangan, maupun aspek 

keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Aspek finansial (kondisi keuangan perusahaan). 

b. Aspek teknis dan produksi (jenis layanan, mekanisme dan prosedur 

layanan, biaya yang dikenakan setiap layanan, kendala dan masalah 

pemberian layanan).  

c. Aspek sosial (segmen/obyek penerima layanan, bentuk pemberian 

layanan, kepuasan pelanggan).  

d. Aspek hukum (legalitas, kesepakatan, hubungan industrial, perizinan, 

status perusahaan, hak dan kewajiban).  

e. Aspek organisasi (jumlah SDM, perumusan organisasi mulai dari tugas, 

tata kerja, dll.).  

f. Aspek pemasaran. 
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BAB 2.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

2.1.1. Pengertian BUMD 

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula 

istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian 

kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, 

maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan 

pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-

masing termasuk dalam mendirikan serta mengelola Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan perusahaan 

daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar 

atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Secara umum, tujuan 

pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan 

potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan, dalam bentuk melaksanakan 

pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, 

penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan bagi 

pemerintah daerah. 

Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber 

dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama, bahkan 

jauh sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Pada 

awalnya, BUMD dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor: 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan 

strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Sebagai sebuah lembaga 

bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, keberadaan BUMD 

diyakini dapat memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi 

perekonomian masyarakat. BUMD juga diharapkan dapat berperan lebih 

strategis pada era otonomi, baik dalam upayanya mempercepat proses 

pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah hingga meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD). Sebab pada prinsipnya, muara dari otonomi 

daerah adalah tercapainya kemandirian dalam sektor pendanaan pemerintah 

daerah. 

Untuk itu, pemerintah daerah dituntut harus mampu meningkatkan, 

mendiversifikasikan, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) serta daya saing daerah. Dengan kata lain, BUMD dapat dipakai 

sebagai sarana meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta dan 

investor) dalam mendayagunakan berbagai aset daerah yang saat ini belum 

dioptimalkan baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk 

penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatannya 

bagi pembangunan daerah. Melalui BUMD, pemerintah dapat melakukan 

upaya terobosan untuk memupuk sumber-sumber pendapatan daerah tanpa 

membebani masyarakat dengan membuka peluang usaha yang berbasiskan 

ekonomi daerah, atau yang selaras dengan potensi daerah. Untuk mencapai 

sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya 

optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisme baik 
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dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana 

yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan 

sektor perekonomian lainnya.  

Secara teoritis, pendirian BUMD adalah salah satu jalan terbaik dalam 

konteks pemberdayaan ekonomi daerah bila ingin pengelolaan daerah 

dilakukan secara profesional. Sebab dalam konteks ini, aset pemda dalam 

bentuk BUMD maupun potensi lainnya akan dikelola layaknya sebuah 

perusahaan swasta yang mengoptimalkan keuntungan meski tidak 

meninggalkan aspek sosial sebagai public goods dari sisi lainnya. Secara 

umum, aset daerah yang dapat dioptimalkan itu adalah keseluruhan kekayaan 

daerah yang memiliki nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan daerah 

yang akan memberikan kontribusi terhadap PAD dalam upaya penguatan 

keuangan daerah. Bahkan pendirian BUMD juga diyakini merupakan bagian 

dari upaya pengembangan ekonomi lokal (PEL), yang pada hakikatnya 

merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para 

stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola berbagai sumber daya 

secara lebih baik melalui pola kemitraan. Tujuannya adalah untuk mendorong 

pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan 

baru, serta mengurangi angka kemiskinan. Sebab, ciri utama pengembangan 

ekonomi lokal adalah dengan titik beratnya pada kebijakan “endogenous 

development" mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusional 

dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang 

pertumbuhan kegiatan ekonomi. (Blakely, 1989). Apa pun bentuk kebijakan 

yang diambil, pengembangan ekonomi lokal mempunyai satu tujuan, yaitu: 
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meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja tersedia untuk penduduk 

setempat. 

2.1.2. Tujuan Pendirian BUMD 

BUMD dapat memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional 

dan penerimaan kas negara. Selaku perusahaan negara dapat mengejar dan 

mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-

kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan 

lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada 

masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan 

penghasilan pemerintah daerah. Berdasarkan kategori sasarannya secara 

lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah 

untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang 

usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD 

adalah untuk meningkatkan PAD. Bagi daerah, badan usaha dibentuk sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Artinya, memberdayakan sebagai langkah untuk 

memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya. 

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 54 

tahun 2019, disebutkan tujuan pendirian BUMD, yaitu: 

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 

2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan 
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berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba 

dan/atau keuntungan. 

Dalam Pasal 8 peraturan yang sama lebih ditegaskan kembali bahwa 

pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka 

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik. Upaya memberdayakan BUMD, haruslah pertama-

tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensinya untuk berkembang. Hal ini dengan landasan pertimbangan bahwa 

setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu, pertama, merupakan upaya 

untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

tersebut. Dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan 

nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses 

kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. 

Ketiga, memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses 

pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi 

bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai. 

2.1.3. Prinsip Dasar Pendirian BUMD 

Pemahaman dasar yang harus disepakati bahwa pertumbuhan 

ekonomi nasional adalah agregat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan 
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demikian kita sepakat bahwa untuk mencapai pertumbuhan nasional, maka 

pertumbuhan perekonomian daerah harus didorong secara optimal. 

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut, maka BUMD didirikan sebagai 

kelengkapan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian 

masyarakat di wilayahnya, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya 

agar benar- benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat 

berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai 

kekuatan perekonomian daerah. Secara garis besar, berikut adalah prinsip-

prinsip dasar pendirian BUMD. 

1. Peningkatan PAD 

Pendirian BUMD diarahkan sebagai lembaga profit oriented dengan 

maksud meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari deviden yang 

disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut 

kemudian akan menjadi pendapatan. Pemda yang otomatis meningkatkan 

kemampuan APBD dalam membiayai pembangun daerah. Keberhasilan 

kinerja BUMD didasarkan kepada seberapa besar kemampuannya 

menyumbangkan deviden kepada APBD. 

2. Peningkatan Pelayanan Publik 

Pendirian BUMD dapat juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada publik. Jika tujuannya adalah peningkatan pelayanan, maka profit 

bukan menjadi motif operasi perusahaan. Pendekatan penilaian kinerja 

keuangannya dilakukan dengan melihat kemampuannya dalam 
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melakukan cost recovery dengan tingkat efisiensi serta kualitas 

pelayanannya. 

3. Pioneering 

Pemerintah daerah kadang-kadang harus mengambil inisiatif untuk masuk 

ke suatu bisnis yang memiliki risiko tinggi yang mungkin tidak berani 

dimasuki oleh pihak swasta. Risiko ini harus diambil-alih oleh pemerintah 

daerah karena bisnis atau industri tersebut setelah dikaji sebenarnya 

sangat strategis. Dengan demikian BUMD yang maksud pendiriannya 

sebagai pioneering kemungkinan bisa mengalami kerugian akibat risiko 

bisnis sehingga Pemda harus menyiapkan alokasi penambahan modal 

untuk menutupi kerugian yang terjadi. 

4. Prime Mover Ekonomi Daerah 

Perusahaan yang diposisikan sebagai prime mover ekonomi daerah 

biasanya bergerak di industri hulu, di mana hasil produksinya digunakan 

oleh industri hilir. Dengan berdirinya industri hulu maka diharapkan akan 

menjadi lokomotif tumbuhnya industri hilir sehingga akselerasi 

pertumbuhan ekonomi daerah semakin cepat. Industri hulu biasanya 

membutuhkan modal yang besar, teknologi yang canggih dan sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. 

5. Penghela Ekonomi Lemah 

BUMD juga bisa ditugaskan untuk membina pengusaha lemah dengan 

maksud untuk melakukan pemerataan, edukasi dan pengembangan 

usaha kecil dan menengah agar dapat “naik kelas” yang lebih tinggi. 

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, bisa dipahami, bahwa apapun 

tujuan pendirian BUMD, tetap saja melekat tugasnya sebagai agent of 
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development, yakni suatu posisi “unik” yang tidak dimiliki oleh perusahaan 

swasta. Terkait dengan perannya sebagai agent of development, tentunya 

dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur BUMD sehingga dapat berjalan 

secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya, hingga mampu 

menjadi kekuatan ekonomi yang andal serta dapat berperan aktif--baik dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian 

daerah. 

2.1.4. Permasalahan Tata Kelola BUMD 

Berdasarkan jenis dan karakteristik BUMD, sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, BUMD dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan 

umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda). 

Dengan konstruksi dan bentuk BUMD seperti ini tentunya memerlukan 

pengelolaan dan penanganan yang berbeda. Seperti kita ketahui, untuk 

BUMD yang berbentuk perseroan dapat mengacu pada Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Namun dalam perjalanannya, BUMD baik perusahaan daerah maupun 

perseroan sering mengalami kendala dan berjalan tidak sesuai harapan. 

Banyak BUMD mengalami kerugian dan tidak mampu memberikan kontribusi 

yang signifikan bagi PAD daerah. Umumnya permasalahan pengelolaan 

BUMD khususnya yang non persero sebagian besar terletak pada persoalan 

SDM dan manajerial.  

Peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka peningkatan 

perekonomian daerah relatif masih kecilnya penerimaan laba perusahaan 

daerah sebagai salah satu sumber PAD, cenderung dipicu oleh permasalahan 
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jenis usaha yang umumnya berskala menengah dan kecil, di samping banyak 

pula diantaranya yang belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi 

perusahaan, namun relatif lebih banyak didasarkan atas pertimbangan 

pelayanan publik. Sejalan dengan pandangan tersebut, sejumlah hasil 

penelitian juga menyebutkan, rendahnya kinerja perusahaan daerah 

cenderung disebab-kan oleh sejumlah permasalahan, antara lain: landasan 

hukum yang belum relevan, belum memiliki visi dan strategi bisnis, kuatnya 

campur tangan pemerintah daerah, kualitas manajemen yang belum 

profesional, akses permodalan yang terbatas, kesulitan akuntabilitas 

keuangan, serta kemam-puan kemitraan dengan pelaku swasta yang sangat 

terbatas. 

Menurut peneliti terdapat beberapa permasalahan pokok yang 

berkaitan dengan pengelolaan BUMD, diantaranya : 

1.  Permasalahan Payung Hukum Pengaturan BUMD 

Berkaitan dengan payung hukum pengelolaan BUMD, masih terjadi 

tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD antara satu peraturan 

dengan peraturan yang lainya. Tumpang tindih antar peraturan yang mengatur 

BUMD dapat dilihat pada: Pertama, mengenai Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait konsep 

“kekayaan negara yang dipisahkan” pada BUMN dan BUMD, sempat menuai 

perdebatan hingga kini. Meski perdebatan itu sudah selesai dengan Putusan 

MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 18 

September 2014 terkait uji materiil terhadap Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang tetap 
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menganggap penyertaan modal yang ada pada BUMN maupun BUMD 

merupakan domain keuangan negara.  

Konsep ini memang berdampak pada proses dan tata cara pemeriksaan 

keuangan terhadap BUMD. Kedua, terkait dengan undang-undang 

penanaman modal dan investasi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, 

maka daerah mempunyai kewenangan untuk membuka pintu masuk investasi, 

baik yang berskala nasional (lokal) maupun internasional (asing). Berkaitan 

dengan penyertaan modal tersebut,  diperlukan konstruksi BUMD yang 

mampu menjamin hak-hak dan kepentingan pemodal yang terlibat kerjasama 

investasi tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penanaman 

modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangan Republik Indonesia. Sementara konstruksi BUMD di 

Provinsi Banten tidak semuanya berbentuk perseroan terbatas (PT) hingga 

masih menjadi kendala dalam menerapkan mekanisme penanaman modal, 

khususnya bila ingin kerja sama dengan investor asing. 

3. Permasalahan Manajemen Pengelolaan 

Dalam pengelolaan BUMD, permasalahan utama yang paling sering 

dihadapi adalah belum seluruh BUMD menerapkan sistem dan pengelolaan 

perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau 

good corporate governance. Kendala ini muncul karena struktur dan 

karakteristik BUMD masih berbeda antara satu dengan yang lainnya. Visi dan 

misi masing-masing BUMD tersebut juga berbeda-beda disesuaikan dengan 

karakteristiknya. 
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4. Permasalahan SDM 

Persoalan sumber daya manusia juga seringkali menjadi salah satu 

permasalahan utama pada BUMD. Umumnya pengelolaan BUMD menjadi 

tidak berkembang karena disebabkan banyaknya personil yang tidak 

kompeten di bidangnya. Kondisi ini terjadi karena lemahnya proses rekrutmen 

dalam pembentukan dan penentuan pihak yang mengelola BUMD. Penentuan 

jajaran dan personil yang akan menduduki BUMD, baik yang berbentuk 

perumda maupun persero, banyak bersinggungan dengan kepentingan para 

pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif. Sudah tidak asing lagi bila 

kita mendengar isu bahwa pihak eksekutif dan legislatif kerap menitipkan 

orang- orang tertentu untuk menjadi bagian dari pengelola BUMD dalam 

proses rekrutmen. 

5. Permasalahan Pengawasan dan Pembinaan BUMD 

Dalam hal pembinaan dan pengawasan kinerja BUMD, dilakukan 

berdasarkan jenis BUMD itu sendiri. Untuk BUMD yang berbentuk Perseroan, 

pengawasan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Republik 

Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 yang dilakukan oleh dewan komisaris. 

Sementara untuk Perumda, proses itu dilakukan dilakukan oleh Dewan 

Pengawas. Dalam rangka pembinaan dilakukan sesuai dengan struktur dan 

organisasi tata pemerintahan di masing-masing pemerintah daerah. 

6. Permasalahan Restrukturisasi BUMD 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi peran BUMD 

diperlukan restrukturisasi pada pengelolaan BUMD. Restrukturisasi BUMD 

dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi terkait dengan 
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pengelompokan bentuk, jenis, dan karakteristik BUMD. Banyaknya jumlah dan 

karakteristik BUMD di setiap daerah menyebabkan pengelolaan BUMD 

cenderung tidak fokus. Dalam rangka menuju lembaga bisnis yang dijalankan 

sesuai dengan prinsip good corporate governance, maka diperlukan beberapa 

penyesuaian antara lain; konstruksi bentuk dan status hukum dari BUMD itu 

sendiri, SDM, Permodalan, dan Manajemen. 

2.2. Perbankan dan Fungsi Perbankan 

Pengertian Bank Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang 

berarti meja. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki 

peranan vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas 

perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan 

investasi di berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan 

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu 

industri jasa yang besar sekali peranannya terutama dalam abad modern 

sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu sekali 

terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan 

pemerintah maupun oleh swasta. 
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Jenis-jenis Bank Menurut (Kasmir, 2014) dalam praktisnya di Indonesia 

terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, 

perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama 

perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta 

kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya 

kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah 

operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan 

sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari siapa nasabah yang mereka 

layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu 

(kecamatan).  

Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan 

harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan. 

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi, jenis  bank 

dilihat dari segi fungsinya menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan, jenis perbankan 

berdasarkan fungsinya terdiri dari:  

1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 
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angka 3). Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan 

wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan 

keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank komersil 

(commercial bank).  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank umum antara lain 1) 

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 2) Memberikan kredit, 

3) Menerbitkan surat pengakuan hutang, 4) Membeli, menjual, menjamin 

risiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya, dan 5) 

Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan 

nasabah. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (pasal 1 angka 4). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan 

penghimpun dan penyaluran dana jasa, bahkan dalam menghimpun dan 

BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.  

Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam 

wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal 

yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan modal awal bank umum. 

Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta 

transaksi valuta asing. Fungsi dan Tugas adalah (1) Menerima dana dari 

masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka; (2) Memberikan 
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kredit; (3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah; (4) Menempatkan 

dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain. 

Selanjutnya, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya (Putra, Saraswati, 

2020). Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki 

bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan 

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bank Milik Pemerintah 

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik 

pemerintah antara lain: 

1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

3) Bank Tabungan Negara (BTN) 

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah 

tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh: 

1) BPD DKI Jakarta 

2) BPD Jawa Barat 

3) BPD Jawa Tengah 

4) BPD Jawa Timur 

5) BPD Sumatera Utara 

6) Dan BPD lainnya 

b. Bank Milik Swasta Nasional 
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Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional 

serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta 

nasional antara lain: 

1) Bank Muamalat 

2) Bank Central Asia 

3) Bank Bumi Putra 

4) Bank Danamon 

c. Bank Milik Koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi 

Indonesia. 

d. Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki 

oleh pihak luar negeri. Contoh bank Asing antara lain: 

1) Deutsche Bank 

2) American Express Bank 

3) Bank of America 

4) Bank of Tokyo 

5) Bangkok Bank 

e. Bank Milik Campuran 
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Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga negara Indonesia. 

Contoh bank campuran antara lain: 

1) Bank Sakura Swadarma 

2) Bank Finconesia 

3) Mitsubishi Buana Bank 

4) Interpacific Bank 

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status 

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank 

dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga 

pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan 

atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani 

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan 

dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 
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b. Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya Bank Devisa. 

2.3. Investasi 

Samuelson & Nordhaus, (2011) menyatakan bahwa investasi 

merupakan langkah mengorbankan konsumsi saat ini untuk memperbesar 

konsumsi di masa yang akan datang. Investasi (pembelian barang-barang 

modal) meliputi penambahan stok modal atau barang modal di suatu negara, 

seperti pembangunan, peralatan produksi dan barang-barang inventaris 

dalam waktu satu tahun. Pengertian lain investasi adalah suatu bentuk 

penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat 

memberikan keuntungan tingkat pengembalian (return) baik pada masa 

sekarang atau dan di masa depan. Sharpe et al., (2005) merumuskan 

investasi dengan pengertian berikut: “Mengorbankan aset yang dimiliki 

sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja 

dengan jumlah yang lebih besar.” Sedangkan (ones & Jensen, (2013) 

mendefinisikan investasi sebagai, “Komitmen menanamkan sejumlah dana 

pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.” 

Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat 

produksi di negara yang sedang berkembang dan berperan sebagai sarana 

untuk menciptakan kesempatan kerja (Corvo et al., 2022; Davies et al., 2019, 

2020).  
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2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi 

Investasi merupakan hal dinamis yang tergantung dari faktor-faktor 

yang dinamis pula, seperti: 

1. Perkembangan teknik yang membuka cara-cara produksi baru dengan 

alat-alat dan  mesin-mesin yang lebih canggih. 

2. Pertambahan penduduk yang menyebabkan permintaan masyarakat 

bertambah. 

3. Pandangan para pengusaha tentang perkembangan pasar/permintaan 

masyarakat, perkembangan harga dan laba yang akan diperoleh 

(expectation). 

4. Iklim usaha yang dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan dalam 

negeri. 

5. Kestabilan harga, kepastian hukum, dan prospek pasar. 

 

Menurut (Sukirno, (2015) menyatakan bahwa tingkat investasi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor: 

1. Ramalan mengenai keadaan yang akan datang. 

2. Tingkat bunga. 

3. Perubahan dan perkembangan teknologi. 

4. Tingkat pendapatan nasional, dan; 

5. Keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan. 

Sementara itu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas), beberapa masalah pokok yang sering dikeluhkan sebagai 

penghambat dan faktor yang memengaruhi investasi adalah sebagai berikut: 
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Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal. 

1. Kekurangjelasan Daftar Negatif Investasi. 

2. Banyaknya peraturan daerah yang menghambat dan saling tumpang 

tindih. 

3. Sistem perpajakan yang kurang menunjang. 

4. Fungsi intermediasi perbankan yang belum pulih. 

5. Biaya pelabuhan yang relatif tinggi. 

6. Menurunnya penyediaan infrastruktur. 

7. Pasar tenaga kerja yang kaku. 

2.5. Prinsip Manajemen Investasi 

Prinsip manajemen investasi daerah antara lain: legalitas, keamanan, 

likuiditas, keuntungan, dan kesesuaian. 

1. Legalitas 

Investasi daerah harus memenuhi aspek legalitas, misalnya undang-

undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tentang pokok-pokok 

pengelolaan keuangan daerah. Untuk investasi jangka Panjang harus 

mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk investasi jangka pendek 

dalam rangka manajemen kas tidak harus melalui persetujuan DPRD tetapi 

harus mengacu pada peraturan di tingkat daerah terkait, misalnya peraturan 

kepala daerah tentang kebijakan manajemen investasi daerah. 

2. Legalitas 

Keputusan investasi daerah harus mempertimbangkan aspek keamanan 

investasi. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi daerah harus 
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didukung dengan analisis yang memadai tentang manfaat dan risiko 

investasi. Karakteristik investasi adalah semakin tinggi tingkat keuntungan 

investasi (rate of return), maka semakin tinggi risiko investasi tersebut (high 

risk high return). Untuk tujuan keamanan, investasi dengan tingkat risiko 

tinggi pada dasarnya kurang sesuai bagi daerah. Pemerintah daerah 

sebaiknya memilih instrumen investasi yang lebih aman bagi keuangan 

daerah. 

3. Likuiditas 

Likuiditas investasi adalah seberapa mudah investasi tersebut dapat 

dicairkan kembali menjadi kas tanpa mengalami kerugian berarti. Semakin 

likuid suatu investasi, maka semakin mudah pemerintah daerah 

memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan kas yang mendadak atau 

tidak terduga. Pemerintah daerah yang tidak memiliki proyeksi arus kas 

yang baik perlu menghindari instrumen investasi yang tidak likuid. 

4. Keuntungan 

Tujuan utama investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Investasi 

yang dilakukan daerah harus memberikan keuntungan yang optimal. 

Manajer keuangan daerah harus berupaya untuk membuat portofolio 

investasi. 

5. Kesesuaian 

Karena organisasi pemerintah daerah bukan seperti perusahaan bisnis, 

bukan juga lembaga keuangan, maka tidak semua jenis instrumen investasi 

cocok untuk daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak dibenarkan 

ikut bermain valas meskipun investasi pada zero coupon bond dan surat 
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berharga yang jatuh temponya lebih dari lima tahun. Pemerintah daerah 

perlu memilih instrumen investasi yang sesuai untuk operasionalisasi 

manajemen keuangan daerah dan tidak melanggar peraturan perundangan 

yang terkait. 

2.6. Investasi Pemerintah daerah pada BUMD 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang (Halim, 2005). Menurut Budihardjo et al., (2020) investasi dapat 

diartikan sebagai: “Investasi adalah Aktiva tak lancar (non current asset) yang 

diperoleh dengan maksud memproduksi penghasilan secara insidental, 

spekulasi, dan merawat hubungan jangka panjang dengan pemasok dan pihak 

lainnya”. Jenis-jenis investasi meliputi: 

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba (non profit investment) Investasi 

yang tidak menghasilkan laba (non profit invetsment) adalah investasi 

yang timbul karena peraturan pemerintah atau syarat-syarat kontrak yang 

telah disetujui yang telah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan 

tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Karena sifatnya merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan, maka jenis investasi ini tidak 

memerlukan pertimbangan ekonomis sebagai kriteria untuk mengukur 

perlu tidaknya pengeluaran tersebut. 

2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non measurable profit 

investment) Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non measurable 

profit investment) yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menaikkan 

laba, namun laba yang dihasilkan akan diperoleh perusahaan dengan 
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adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh 

adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya 

penelitian dan pengembangan, biaya program pelatihan dan pendidikan 

karyawan. Sulit untuk mengukur tambahan laba yang dapat diperoleh 

dengan adanya pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, 

begitu juga sulit untuk mengukur penghematan biaya (karena adanya 

efisiensi) akibat adanya program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan. 

Biasanya yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan 

jenis investasi ini adalah persentase tertentu dari hasil penjualan (untuk 

biaya promosi produk), persentase tertentu dari laba bersih perusahaan 

(untuk biaya penelitian dan pengembangan), investasi yang sama yang 

dilakukan perusahaan pesaing dan jumlah uang kas yang tersedia. Dalam 

mempertimbangkan investasi ini pedoman persentase tertentu dari hasil 

penjualan seperti disebutkan di atas tidaklah merupakan kriteria yang 

memuaskan dan biasanya manajemen puncak lebih banyak mendasari 

pada pertimbangannya (judgement) dari pada akan dasar analisis dan 

kuantitatif. 

3. Investasi dalam penggantian mesin dan peralatan (replacement 

investment). Investasi dalam penggantian mesin dan peralatan 

(replacement investment) meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin 

dan peralatan yang ada. Dalam pemakaian mesin dan peralatan pada 

suatu saat akan menimbulkan biaya operasi mesin dan peralatan menjadi 

lebih besar dibanding dengan biaya operasi, jika mesin tersebut tidak 

diganti dengan yang baru atau produktivitasnya sudah tidak mampu lagi 

memenuhi kebutuhan saat ini. Dalam beroperasi menggunakan mesin dan 
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peralatan yang ada menjadi tidak ekonomis lagi. Informasi yang penting 

yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian peralatan yang 

ada adalah pekerjaan dari suatu informasi akuntan diferensial yang 

berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian mesin dan 

peralatan dilakukan atas dasar adanya pertimbangan atas penghematan 

biaya (biaya diferensial) yang akan diperoleh dan juga adanya 

produktivitas (pendanaan diferensial). Jika biaya diferensial yang berupa 

penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan 

peralatan berjumlah sebanding dengan aktiva diferensial yang berupa 

tambahan investasi untuk penggantian tersebut, maka penggantian 

tersebut secara ekonomis memang diperlukan jika akuntansi diferensial 

berupa investasi dalam penggantian aktiva tetap akan menghasilkan 

kembali investasi yang dikehendaki berupa perbandingan antara 

penghematan biaya dengan investasi, hal ini sangat menguntungkan bagi 

pihak perusahaan, meskipun hal tersebut merupakan kriteria yang umum 

tetapi pendapatan diferensial perlu dipertimbangkan jika kapasitas 

produksi yang baru melebihi kapasitas mesin yang dimiliki sekarang serta 

pasar mesin bila menampung tambahan produk yang akan dijual. Dalam 

Ayat (1), (3), (4), (7) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor: 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, disebutkan bahwa: 

a. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau 

barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat 

berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat 

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 
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b. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian 

pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan 

usaha. 

c. Penyertaan modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan 

Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian 

Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 

d. Badan usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan 

Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), dan Koperasi; Kemudian pada Ayat (3), (5), (6), (7), 

dan (17) dalam Pasal 1.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 52 tahun 

2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa: 

a. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau 

barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk 

investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu 

mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, 

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 

b. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian 

pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. 

c. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi 

pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 

kepemilikan. 

d. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah 

pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan 

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
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diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki 

negara. 

e. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa investasi pemerintah dapat 

dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui investasi 

langsung dalam bentuk penyertaan modal. Tujuan melakukan investasi 

pemerintah daerah sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor: 52 tahun 2012 dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, meliputi: 

a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa 

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang 

mendapatkan investasi pemerintah daerah; 

b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah 

tertentu dalam jangka waktu tertentu; 

c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai 

akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 

d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka 

waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 

dan/atau; 

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi 

pemerintah daerah. 
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Tujuan jangka panjang dari Investasi pemerintah daerah untuk 

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Permendagri RI Nomor 52 tahun 

2012, adalah: 

a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; 

b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

 

2.7. Multiplier Effect 

Angka pengganda (multiplier) adalah suatu angka/nilai pelipatgandaan 

yang menerangkan seberapa besar pendapatan nasional (ΔY) berubah akibat 

dari berubahnya pengeluaran agregatnya (Dalimunthe et al., 2023; Erni 

Setiawati & Rudy Syafariansyah, 2019).  Menurut terminologi, terdapat tiga 

efek multiplier, yaitu efek langsung (direct effect), efek tidak langsung (indirect 

effect) dan efek lanjutan (induced effect). Ketiga efek ini digunakan untuk 

menghitung ekonomi yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi 

dampak ekonomi di tingkat lokal. Multiplier merupakan angka pengganda yang 

menunjukkan berapa besarnya kenaikan pendapatan ekonomi masyarakat 

sebagai akibat dari perubahan (kenaikan dan penurunan) variabel-variabel 

ekonomi. Nilai pengganda mendeskripsikan perbandingan antara jumlah 

perubahan dengan pendapatan, jumlah kenaikan atau penurunan dalam 

pengeluaran yang menimbulkan perubahan dalam pendapatan ekonomi 

masyarakat pedesaan  (Dalimunthe et al., 2023; Erni Setiawati & Rudy 

Syafariansyah, 2019).
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BAB 3.  METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain dan Kerangka Kajian 

3.1.1. Desain Kajian  

Kajian Investasi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Selatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Karakteristik pendekatan kualitatif berdasarkan (Cresswell, 2007), yaitu 

natural setting, researcher as key instrumen, multiple sources of data, 

inductive data analysis, participants, emergent design, theoretical lens, 

interpretive inquiry, holistic account. Setiap rancangan penelitian memiliki 

keunggulan dan kekurangan tersendiri tergantung pada 3 (tiga) kondisi, 

yaitu: tipe dari pertanyaan penelitian, kontrol dari investigator atas perilaku 

kejadian, fokus pada isu kontemporer sebagai sejarah fenomena  (Yin, 

2003, 2011)  

Menurut (Yin, 2003, 2011) studi kasus merupakan salah satu dari 

rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya 

evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu 

kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu aktivitas, 

proses atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan 

aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu 

yang telah di tentukan. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat 

dijelaskan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus cocok 
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untuk kajian ini yang menganalisis sebuah program, peristiwa, aktivitas dan 

proses terkait.  

3.1.2. Kerangka Kajian    

Kajian ini dilakukan untuk menilai kelayakan tambahan investasi 

penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan pada PT 

BPD Kalsel yang akan menjadi masukan untuk menyusun perda tentang 

tambahan penyertaan modal tersebut. Aspek yang di evaluasi  terkait 

dengan aspek non keuangan yaitu: aspek hukum dan kelembagaan, aspek 

pasar dan pemasaran, dan aspek ekonomi. Selanjutnya, aspek keuangan 

meliputi: Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR), 

Internal Rate Return (IRR), Discounted Payback Period (DPP). Kajian atas 

kedua aspek tersebut diharapkan memberikan dasar pengambilan 

keputusan yang utuh untuk memperkuat dasar hukum penambahan 

investasi. Kerangka pikir kajian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Kerja Kajian Investasi PT. BPD Kal-Sel 

3.1.3. Lokasi Kajian 

Lokasi kegiatan penyusunan kajian analisis investasi PT. BPD 

Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. 

3.1.4. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data 

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber dan metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Aspek Non Keuangan:  
Aspek Hukum,  

Aspek Kelembangaan,  
Aspek Pasar dan 

Pemasaran, Aspek  
Ekonomi 

Aspek Keuangan:  
Net Present Value (NPV) 

Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR) 
Internal Rate Return (IRR) 

Discounted Payback Period 
(DPP) 

 

REKOMENDASI KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL 

PERDA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT BPD 
KALIMANTAN SELATAN  

 

Kajian Tambahan Penyertaan Modal 
Pemda pada  PT BPD Kalimantan Selatan  
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a. Data Primer 

Pengumpulan data primer berupa masukan dari pihak terkait 

sehubungan dengan kajian investasi terhadap PT. BPD Kalimantan 

Selatan dengan melibatkan stakeholder terkait Pemerintah Daerah 

Kabupaten Balangan, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Pemerintah 

Kabupaten Balangan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian, Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Balangan dan PT BPD Kalsel. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) dan 

melakukan survey kepada nasabah  dan calon nasabah. 

b. Data sekunder 

Laporan Keuangan PT BPD Kalsel yang sudah diaudit (Laporan 

Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas, Catatan atas 

Laporan Keuangan) 5 (lima) tahun terakhir, Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Balangan yang sudah diaudit BPK 5 (lima) 

tahun terakhir. Daftar Nasabah PT BPD Kalsel. Struktur Organisasi, 

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Balangan, Rencana 

Strategis PT BPD Kalsel, Data Potensi Nasabah. Nilai Investasi yang 

sudah direalisasikan. 

3.2. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif/non keuangan dan kuantitatif/keuangan. Pendekatan tersebut 

digunakan dalam menjawab tujuan kajian, sebagaimana yang diuraikan 

berikut ini. 
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3.2.1. Analisis Non Keuangan 

Analisis kualitatif/non keuangan menggunakan analisis beberapa 

aspek sebagai berikut: 

a. Aspek Hukum dan Kelembagaan 

Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide 

bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi 

segala persyaratan perizinan di suatu wilayah. Identifikasi sumber daya 

manusia, analisis pengelolaan/manajemen SDM PT. BPD Kalsel. 

b. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Identifikasi potensi pasar di dalam dan di luar daerah dalam rangka 

memperluas pangsa pasar. Dalam rangka memperluas pemasaran 

produk dilakukan dengan cara memasarkan produk secara online dan 

offline. 

c. Aspek Ekonomi 

Identifikasi penguatan permodalan bagi nasabah dan calon nasabah 

untuk meningkatkan kemampuan permodalannya dalam rangka 

peningkatan dan pengembangan usahanya.  

d. Multiplier effect  

Identifikasi  dari multiplier effect menggunakan efek berganda pada 

investasi dan pengeluaran pemerintah. Dengan adanya investasi baik 

itu dilakukan pemerintah dan atau kerja sama dengan swasta juga akan 

memberikan dampak pengganda yang sangat besar bagi peningkatan 
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pendapatan dan konsumsi masyarakat sekitar maupun penyerapan 

tenaga kerja 

3.2.2. Analisis Kelayakan Investasi (Aspek Keuangan dan Kinerja) 

1.   Net Present Value (NPV)  

Net Present Value (NPV) yaitu merupakan nilai dari proyek yang 

bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow yang 

dihasilkan terhadap investasi/ modal yang dikeluarkan. Kriteria yang 

dipakai adalah sebagai berikut: 

NPV > 0 (nol) → usaha/proyek layak (feasible) untuk dilaksanakan 

NPV < 0 (nol) → usaha/proyek tidak layak (unfeasible) untuk 

dilaksanakan 

NPV = 0 (nol) → usaha/proyek berada dalam keadaan BEP dimana 

TR=TC dalam bentuk present value 

2.   Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR)  

Net B/CR yaitu merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk 

melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai 

biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang/present value (PV). Ukuran dari 

penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: 

Jika BCR > 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, 

jika nilai BCR < 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. 

3.   Internal Rate Return (IRR)  

IRR yaitu merupakan tingkat diskon (discount rate) yang 

menghasilkan NPV sama dengan nol. IRR tidak menunjukkan berapa 
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banyak uang/ dana yang telah dihasilkan, tetapi bagaimana efisiensi 

waktu untuk dana yang telah diinvestasikan yaitu periode investasi yang 

menguntungkan dalam jangka pendek, semakin tinggi IRR. Kriteria 

yang digunakan pada metode ini adalah: 

a. Jika hasil perhitungan IRR lebih besar dari discount factor (tingkat 

bunga bank), maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan 

layak untuk dilakukan. 

b. Jika sama dengan discount factor, dikatakan investasi yang 

ditanamkan akan balik modal. 

c. Sedangkan jika IRR lebih kecil dari discount factor maka investasi 

yang ditanamkan tidak layak. IRR merupakan tingkat suku 

bunga/biaya modal yang diperhitungkan mengembalikan nilai 

investasi selama umur proyek. 

4.   Discounted Payback Period (DPP)  

DPP yaitu menunjukkan waktu yang diperlukan proyek untuk 

menghimpun dana internal guna mengembalikan jumlah dana yang telah 

diinvestasikan dalam proyek. Untuk mengetahui kelayakan suatu proyek 

berdasarkan payback period, maka angka atau nilai payback period 

proyek tersebut harus dibandingkan dengan payback period yang 

disyaratkan/diinginkan oleh investor atau dapat juga dibandingkan 

dengan payback period proyek sejenis yang sudah ada sebelumnya 

5.  Rasio / Kinerja Keuangan  (CAMEL) 

Penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 6/23/DPNP/2004 merupakan penilaian terhadap faktor 
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permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan 

sensitivitas terhadap risiko pasar yang dilakukan melalui penilaian 

kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur 

judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari 

faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi 

industri perbankan dan perekonomian nasional. Penilaian tersebut 

didasarkan pada CAMEL yaitu Capital, Asset Quality, Management, 

Earning, Liquidity. Berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor 

CAMEL:  

a. Permodalan (Capital) Penilaian pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) Kecukupan 

pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku; 2) Komposisi permodalan; 3) 

Tren ke depan/proyeksi KPMM; 4) Aktiva produktif yang 

diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank; 5) 

Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal 

yang berasal dari keuntungan (laba ditahan); 6) Rencana 

permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 7) 

Akses kepada sumber permodalan; dan 8) Kinerja keuangan 

pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.  

b. Kualitas Aset (Asset Quality) Penilaian pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan melalui 

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) 
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Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total 

aktiva produktif; 2) Debitur inti kredit di luar pihak terkait 

dibandingkan dengan total kredit; 3) Perkembangan aktiva 

produktif bermasalah/non performing asset dibandingkan dengan 

aktiva produktif; 4) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP); 5) Kecukupan kebijakan 

dan prosedur aktiva produktif; 6) Sistem kaji ulang (review) 

internal terhadap aktiva produktif; 7) Dokumentasi aktiva produktif; 

dan 8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.  

c. Manajemen (Management) Penilaian terhadap faktor manajemen 

antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut: 1) Manajemen umum; 2) Penerapan 

sistem manajemen risiko; dan 3) Kepatuhan Bank terhadap 

ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia 

dan atau pihak lainnya.  

d. Rentabilitas (Earnings) Penilaian pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen komponen sebagai berikut: 1) Return on 

Assets (ROA); 2) Return on Equity (ROE); 3) Net Interest Margin 

(NIM); 4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan 

Operasional (BOPO); 5) Perkembangan laba operasional; 6) 

Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 

7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan 

dan biaya; dan 8) Prospek laba operasional. 
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2. Likuiditas (Liquidity) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap 

komponen komponen sebagai berikut: aktiva likuid kurang dari 1 

bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan; 1-

month maturity mismatch ratio; Loan to Deposit Ratio (LDR); 

proyeksi arus kas 3 bulan mendatang; ketergantungan pada dana 

antar bank dan deposan inti; kebijakan dan pengelolaan likuiditas 

(Assets and Liabilities Management/ALMA); kemampuan bank 

untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau 

sumber-sumber pendanaan lainnya; dan stabilitas Dana Pihak 

Ketiga (DPK). 

3.3. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kajian 

kelayakan investasi Pemerintah Kabupaten Balangan pada PT BPD 

Kalimantan Selatan sebagai berikut: 

1. Persiapan pekerjaan yakni koordinasi dan konsolidasi tim, telaah dan 

sosialisasi KAK terhadap tim, penentuan metode dan jadwal kerja, 

kebutuhan data hingga ekspose awal untuk didiskusikan. 

2. Melakukan survei pengumpulan data primer dan sekunder (aspek 

keuangan dan non keuangan). 

3. Melakukan analisis sesuai dengan aspek kelayakan bidang usaha. 

4. Melakukan analisis penyertaan modal. 

5. Merumuskan kelayakan penyertaan modal pada PT. BPD Kalsel 
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6. Menyusun laporan akhir. 

7. Melakukan ekspose akhir. 
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BAB 4.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Balangan 

4.1.1. Keadaan Wilayah 

Kabupaten Balangan merupakan salah satu dari 13 Kabupaten di 

Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri tahun 2003 melalui Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah 

Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada 

tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Balangan merupakan salah satu 

kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota 

Paringin sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.  

Secara astronomis Kabupaten Balangan terletak di antara 2°1’37’’ 

sampai dengan 2°35’58’’ Lintang Selatan dan di antara 114°50’24’’ sampai 

dengan 115°50’24’’ Bujur Timur, dengan posisi geografisnya berbatasan 

dengan: 

1. Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten 

Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah utara;  

2. Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten 

Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah timur;  

3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah selatan; dan  

4. Hulu Sungai Utara di sebelah barat. 

Luas wilayah Kabupaten Balangan mencapai 1.878,30 km2, terbesar 

berupa dataran dan pegunungan, dengan jumlah penduduk menurut hasil 
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proyeksi pada tahun 2022 sebanyak 134.512 jiwa (67.958 laki-laki dan 

66.554 perempuan) yang tersebar di 8 kecamatan dan 156 desa/kelurahan 

(153 desa dan 3 kelurahan). Kecamatan Halong memiliki luas wilayah 

terbesar, yakni 35,13 persen dari luas Kabupaten Balangan dengan jumlah 

penduduk terbanyak 20.850 jiwa, sedangkan luas wilayah terkecil dimiliki 

Kecamatan Paringin Selatan (4,62%) dengan jumlah penduduk 16.429 

Jiwa. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.  

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Balangan 
 

Kecamatan Desa/Kelurahan 
(Jml) 

Luas (KM2) % 

1. Lampihong 27 96,96 5,16 

2. Batumandi 18 147,96 7,88 

3. Awayan 23 142,57 7,59 

4. Tebing Tinggi 12 257,25 13,69 

5. Paringin 16 100,04 5,33 

6. Paringin Selatan 16 86,80 4,62 

7. Juai 20 386,88 20,60 

8. Halong 24 659,84 35,13 

Kab. Balangan 156 1.878,30 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2023 

Peta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: 

Gambar 2. Peta Kabupaten Balangan 
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Kepadatan Penduduk Kabupaten Balangan, sebagaimana Tabel 2 

telah meningkat dari 73,32 di tahun 2021 menjadi 73,56 di tahun 2022 

dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,81 persen. Selama 

10 tahun terakhir (2010-2020) Penduduk tumbuh rata-rata 1,41 persen 

dengan pertumbuhan diatas rata-rata terjadi di Kecamatan Paringin Selatan 

(2,92%), Kecamatan Tebing Tinggi (1,69%) Kecamatan Batu Mandi 

(1,52%), Kecamatan paringin (1,49%), dan Kecamatan Lampihong (1,42%).  

Tabel 2. Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan Menurut Kecamatan 
 

Kecamatan 
Penduduk 

Pertumbuhan 
Penduduk 

Kepadatan 

2021 2022 2010-2020 2020-2022 2022 

1. Lampihong 18.541 18.861 1,42 1,80 194,52 

2. Batumandi 19.108 19.448 1,52 1,86 131,44 

3. Awayan 13.949 14.169 1,27 1,62 99,38 

4. Tebing Tinggi 7.193 7.338 1,69 2,12 28,52 

5. Paringin 19.994 20.354 1,49 1,88 203,46 

6. Paringin Selatan 15.914 16.429 2,92 3.53 189,27 

7. Juai 16.906 17.063 0,62 0,89 44,10 

8. Halong 20.608 20.850 0,86 1,17 31,60 

Kab. Balangan 132.213 134.512 1,41 1,81 73,56 

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2023 

Selama 3 tahun terakhir (2020-2022) Penduduk tumbuh rata-rata 

1,81 persen dengan pertumbuhan diatas rata-rata terjadi di Kecamatan 

Paringin Selatan (3,53%), Kecamatan Tebing Tinggi (2,12%), Kecamatan 

paringin (1,88%) Kecamatan Batu Mandi (1,86%), dan Kecamatan 

Lampihong (1,80%).  
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Penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2022 sebanyak 134.512 

jiwa tersebut, sebanyak 52,89 persen (71.143 jiwa) adalah mereka yang 

berumur 15 tahun ke atas atau digolongkan sebagai tenaga kerja, terdiri 

dari 68.313 Jiwa (96,02%) dari angkatan kerja yang bekerja, 3,98% 

pengangguran terbuka dan 26.929 jiwa (20,02%) bukan Angkatan kerja 

(sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainya). 

4.1.2. Makro Ekonomi Daerah 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Perkembangan perekonomian suatu daerah biasanya diukur 

dengan tingkat produksi, yakni Produk Domestik Regional Bruto atau 

PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai 

tambah (value edded) bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau 

dihasilkan di wilayah perekonomian. Nilai PDRB Kabupaten Balangan 

atas dasar harga berlaku seperti dalam tabel 3, menggambarkan nilai 

produksi barang dan jasa dinilai dengan harga yang berlaku pada 

periode tahun 2018-2022. 
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Tabel 3. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Balangan 2018-2022  
(Milyar Rupiah) 

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2023 

 

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Balangan 

pada tahun 2022 mencapai 19,54 triliun rupiah. Nilai PDRB ini 

mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 7,79 triliun rupiah. 

Pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 0,31 triliun, turunnya nilai PDRB ini 

dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha 

dan fluktuasi perubahan harga akibat terjadinya pandemi Covid-19 

sepanjang tahun 2019 dan mulai berdampak pada tahun 2020.  

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB kabupaten 

Balangan juga mengalami kenaikan dari 9,18 triliun rupiah tahun 2020 

menjadi 9,48 triliun rupiah di tahun 2021, setelah sebelumnya juga 

mengalami penurunan 0,23 triliun rupiah dibanding tahun 2019, akibat 

2018 2019 2020 2021 2022

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.250,01 1.326,25 1.311,57 1.406,44 1.474,32

B Pertambangan dan Penggalian 6.680,77 6.680,58 6.317,73 7.130,83 14.562,33

C Industri Pengolahan 207,48 213,25 212,25 231,37 252,75

D Pengadaan Listrik, Gas 3,89 4,14 4,42 4,68 5,09

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 477,80 500,03 501,84 525,05 582,78

G
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor
590,46 641,00 640,39 671,41 751,05

H Transportasi dan Pergudangan 204,30 219,82 216,77 221,15 249,09

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 36,44 39,45 40,27 41,73 45,07

J Informasi dan Komunikasi 143,02 149,41 157,48 165,84 178,87

K Jasa Keuangan dan Asuransi 35,31 39,09 40,66 40,79 44,93

L Real Estate 105,22 111,12 115,76 121,72 127,58

M, N Jasa Perusahaan 7,70 8,62 8,68 9,12 10,19

O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib
480,45 520,17 551,73 544,62 10,19

P Jasa Pendidikan 350,09 378,60 396,31 416,00 445,99

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 94,59 103,49 110,86 122,26 132,09

R, S,  T, U, Jasa Lainnya 58,17 64,45 65,42 66,85 74,07

PDRB 10.751,68 11.027,66 10.722,30 11.750,38 19.540,39

Lapangan Usaha
Tahun

E 25,99 28,20 30,15 30,50 31,90
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dari terjadinya Pandemi Covid-19, dimana Penurunan PDRB atas dasar 

harga konstan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di 

beberapa lapangan usaha akibat pandemi Covid-19 dan tidak 

dipengaruhi perubahan harga. 

Tabel 4. PDRB Kabupaten Balangan 2018-2022 (Milyar Rupiah) 

Sumber; BPS Kabupaten Balangan 2019-2022 
 

Membaiknya perekonomian Kabupaten Balangan ditandai 

dengan menaiknya nilai PDRB di tahun 2021, dan tahun 2022 yang 

melebihi nilai PDRB Ketika adanya pandemi Covid-19 awal tahun 

2020 dan tahun 2021, baik PDRB harga berlaku maupun PDRB 

harga konstan. 

Jika dilihat lebih luas ke dalam lingkup Provinsi Kalimantan 

Selatan, sebagaimana Tabel 5, angka PDRB Kabupaten Balangan 
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pada tahun 2022 sebesar  7,88 persen dari nilai PDRB yang 

diciptakan seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah Rp251.256,54 

(dalam Milyar Rupiah). Posisi Kabupaten Balangan berada di urutan 

ke 6 dari 13 Kabupaten/kota yang ada naik satu peringkat dari yang 

sebelumnya ada pada peringkat 7. Ini menunjukkan bahwa skala 

ekonomi Kabupaten Balangan termasuk menengah dibanding 

wilayah lain pada umumnya. 

Kabupaten/Kota yang memiliki ukuran skala ekonomi paling 

besar (berada di urutan teratas) adalah Kota Banjarmasin adalah 

wajar, mengingat sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, 

memiliki wilayah yang strategis sebagai pintu gerbang arus distribusi 

dari dan ke wilayah Kalimantan Selatan. 

Tabel 5. Share Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2018-2022 

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023 
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b. Struktur Ekonomi 

 Struktur PDRB yang digambarkan dari share atau kontribusi 

sektoral lapangan usaha dalam menciptakan produksi dapat menjadi 

gambaran tingkat kemajuan ekonomi sekaligus sebagai salah satu 

sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung 

dalam periode waktu tertentu. Selama periode 2018-2022 

sebagaimana Tabel 6 perekonomian Kabupaten Balangan masih 

konsisten bertumpu pada sektor primer (usaha pertanian, kehutanan, 

perikanan dan usaha pertambangan).  

Tabel 6. Kontribusi (%) Sektoral PDRB Kabupaten Balangan 2018-2022 

 

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2023 
 

Pada tahun 2022 kontribusi sektor primer ini mencapai 82,06 

persen meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai  73,66 persen 

di tahun 2021. Peningkatan ini tentu diikuti oleh penurunan di sektor 
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sekunder dan tersier (usaha perdagangan, usaha real estate, dan jasa). 

Kondisi yang menunjukkan bahwa Pertanian dan pertambangan masih 

mendominasi perekonomian di Kabupaten Balangan.  

Pengaruh besar Sektor pertambangan dalam perekonomian 

Kabupaten Balangan, ditunjukkan oleh kontribusi yang besar sektor 

pertambangan terhadap PDRB yang mencapai  74,52 persen di tahun 

2022. Hal ini menandakan pula ketergantungan yang besar terhadap 

sektor pertambangan. 

c. Pertumbuhan Ekonomi 

Perkembangan produktivitas atau pergerakan aktivitas ekonomi 

dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Melalui pertumbuhan ekonomi dimungkinkan adanya 

perluasan kapasitas ekonomi dalam bentuk terbukanya peluang usaha 

baru, investasi baru, dan kesempatan kerja yang tinggi. PDRB 

merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 

17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB berdasarkan 

harga berlaku menggambarkan struktur ekonomi suatu daerah yang 

dapat menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan ekonomi 

daerah yang bersangkutan. Perubahan struktur ekonomi sering 

dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana 

pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. 
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 7 

Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan 
 

 

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2023 

 

Sebagaimana Tabel 7, secara keseluruhan PDRB kabupaten 

Balangan di tahun 2022 tumbuh rata-rata 5,24 persen lebih tinggi dari 

pertumbuhan Provinsi Kalsel yang tumbuh 5,11 persen dalam periode 

yang sama, Pertumbuhan di tahun 2022 ini menunjukkan bahwa 

aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan relatif lebih baik secara rata-

rata dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan 

Selatan. 
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Meskipun demikian ketergantungan pada sektor pertambangan 

masih tinggi hal ini terlihat dari share PDRB pertambangan sangat 

dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Balangan. 

d. Pendapatan Perkapita 

PDRB Perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan 

jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. 

Dengan demikian PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata tingkat 

produksi ataupun pendapatan yang mampu diciptakan untuk setiap 

penduduk per tahun. Dengan demikian, angka ini juga menggambarkan 

seberapa besar kemampuan perekonomian untuk memberikan 

kemakmuran secara rata-rata di tengah pertambahan jumlah 

penduduk. 

Tabel 8. Pendapatan Perkapita Kabupaten Balangan 2018-2022 
 

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2023 

 

Berdasar Tabel 8. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Balangan 

tumbuh dengan rata-rata 14,78 persen per tahun (2018-2022) lebih 

tinggi dibanding PDRB perkapita ADHK yang tumbuh rata-rata 1,36 

persen per tahun. Nilai nominal pendapatan penduduk rata-rata di 

ADHB ADHK 

 (ribu Rp) (ribu Rp.)

2018 83.021,34 5.20 70.430,92 1.53

2019 84.738,21 2.07 72.306,56 2.66

2020 82.539,54 -2.59 70.650,63 -2.29

2021* 92.287,53 11.81 71.686,09 1.47

2022** 145.268,75 57.41 74.154,34 3.44

Tahun

PDRB Perkapita PDRB Perkapita

Pertumbuhan (%) Pertumbuhan (%)
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tahun 2022 telah mencapai Rp145,27 juta per tahun dan nilai ini lebih 

tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp92.29 juta pada tahun 2021, 

sedangkan secara riil pendapatan rata-rata penduduk tersebut 

mencapai rata-rata Rp97,57 juta per tahun. 

Memperhatikan kecenderungan umum PDRB perkapita yang 

terus meningkat, hal ini menjadi indikasi awal terjadi ekspansi ekonomi 

yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. 

Diharapkan kondisi ini secara nyata dapat memajukan tingkat 

kemakmuran penduduk Kabupaten Balangan yang tentunya masih 

menggantungkan kepada pola distribusi atau ketimpangan yang 

sedang terjadi. 

e. Kemiskinan 

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan terus menerus 

mengalami peningkatan meskipun sempat berkurang di tahun 2020 dan 

puncaknya terjadi di tahun 2021 yang mencapai 8.062 jiwa. Pada tahun 

2022 Pemerintah Kabupaten Balangan berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan menjadi 7.825 jiwa (5.83%) dari 6.07% pada tahun 

sebelumnya. Garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di 
Kabupaten Balangan 2015-2022 

 

Tahun Garis Kemiskinan 

(rupiah/kapita/bulan) 

Jumlah penduduk 

miskin (ribu) 

Persentase 

Penduduk Miskin 

2015 312.445 7.280 5,87 

2016 348.442 7.090 5,67 

2017 368.580 7.214 5,68 
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Tahun Garis Kemiskinan 

(rupiah/kapita/bulan) 

Jumlah penduduk 

miskin (ribu) 

Persentase 

Penduduk Miskin 

2018 382.835 7.214 5,59 

2019 396.532 7.266 5,55 

2020 441.488 7.064 5,32 

2021 453.928 8.062 6,07 

2022 476.190 7.825 5,83 

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2023 

4.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan 

4.2.1. Kinerja Anggaran, Operasional dan Arus Kas Pemerintah 

Kabupaten Balangan 

Kinerja Anggaran dan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten 

Balangan menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2022 menunjukkan 

surplus, kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Namun demikian, Kinerja 

anggaran dan operasional menunjukkan kenaikan yang signifikan pada 

tahun 2022. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 10. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2018-
2022 (dalam Rp.) 

 

URAIAN 
Jumlah  

2018 2019 2020 2021 2022 
Total 
Pendapatan 
LRA 

1.287.174.300.896,67 1.514.248.723.967,07 1.171.170.991.467,81 1.085.377.648.228,71 1.785.363.522.998,54 

Total 
Belanja  

1.037.616.163.003,35 1.147.495.280.383,53 1.347.204.173.627,71 1.094.695.917.395,02 1.644.691.137.033,11 

Surplus 
(Defisit) 
LRA 

249.558.137.893,32 366.753.443.583,54 -176.033.182.159,90 -9.318.269.166,31 140.672.385.965,43 

Total 
Pendapatan 
LO 

1.253.007.667.805,38 1.263.663.352.484,74 1.087.799.574.651,52 1.008.134.604.670,49 2.330.761.069.421,77 

Total Beban 1.174.635.531.014,63 1.184.128.609.371,32 1.176.531.458.296,00 1.054.258.495.585,43 1.381.614.788.928,27 

Surplus 
(Defisit) LO 

78.372.136.790,75 79.534.743.113,42 -88.731.883.644,48 -46.123.890.914,94 949.146.280.493,50 

Arus Kas 
Bersih 

159.678.666.792,21 317.376.772.546,75 141.228.551.570,85 131.899.486.648,54 222.573.247.613,97 

Sumber:; LKPD Balangan 2018-2022, 2023 
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Selanjutnya arus kas bersih menunjukkan bahwa selama tahun 2018 

sampai tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan mengalami net cash 

flow (arus kas bersih) yang positif. Hal ini berarti bahwa Pemerintah 

Kabupaten Balangan memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang kas. 

4.2.2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 

PT. BPD Kalsel diharapkan mengembangkan produk-produk 

layanannya berupa tabungan, kredit, deposito dan layanan lainnya. Strategi 

yang dilakukan dapat juga dengan membuka kantor kas dan memberikan 

pelayanan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan peran dan 

kontribusinya dalam memberikan sumbangan ke APBD dalam bentuk 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  

Sehubungan dengan konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan 

desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi ekonomi publik, sehingga berdampak positif bagi 

pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber 

pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat 

kemampuan suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah 

tersebut dalam PAD. Daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD 

untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan 

bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Kondisi Pendapatan Asli Daerah dalam 

kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten 

Balangan dikemukakan dalam tabel berikut. 
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Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 
 

URAIAN 
REALISASI 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pendapatan Asli 
Daerah  

88.095.992.054 68.649.415.232 82.522.528.225 86.176.610.153 130.505.127.360 92.767.033.521 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

10.910.153.810 11.015.165.463 13.420.168.379 13.378.574.067 11.417.071.564 12.308.860.393 

Pendapatan Retribusi 
Daerah  

1.919.401.286 1.806.629.386 1.865.673.675 1.675.985.562 1.890.123.555 1.908.662.405 

Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

14.609.202.938 15.713.201.757 6.596.245.516 9.827.731.257 12.391.951.413 

13.573.275.479 

Lain-Lain Pendapatan 
Asli Daerah Yang Sah 

60.657.234.019 40.114.418.626 60.640.440.655 61.294.319.267 104.805.980.827 64.976.235.243 

Jumlah Pendapatan  1.112.189.260.812 1.287.172.983.170 1.514.248.723.967 1.171.170.991.467 1.085.377.648.228 1.785.363.522.998 

Kontribusi PAD 
terhadap Pendapatan 
(%) 

7,92% 5,33% 5,45% 7,36% 12,03% 5.20% 

Sumber: BPKPD Kabupaten Balangan, 2023 

 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Balangan selama tahun 

2017-2022 menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap total penerimaan 

pendapatan masih rendah (0% sampai 25%) yaitu rata-rata selama tahun 

2017 sampai 2022 sebesar 7,62%. Angka ini menunjukkan bahwa pola 

hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah instruktif 

yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada 

kemandirian pemerintah daerah. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian 

khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk terus memacu 

peningkatan PAD dari waktu ke waktu melalui serangkaian usaha.  

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 sampai 2026 menyampaikan 

proyeksi Anggaran PAD sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: 
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Tabel 12. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (dalam Rp.) 
 

URAIAN 
PROYEKSI 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Pendapatan 
Asli Daerah  

83.961.793.282 82.961.793.282 87.404.008.519 92.090.393.937,52 97.034.812.500 102.251.944.406 

Pendapatan 
Pajak 
Daerah 

11.765.022.948 11.765.022.948 12.647.399.669 13.595.954.644,28 14.615.651.242 15.711.825.085 

Pendapatan 
Retribusi 
Daerah  

1.733.889.000 1.733.889.000 1.820.583.450 1.911.612.622 2.007.193.253 2.107.552.916 

Pendapatan 
Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah 
Yang 
Dipisahkan 

10.847.692.278  10.847.692.278 11.390.076.891 11.959.580.736 12.557.559.773 13.185.437.761 

Lain-Lain 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Yang Sah 

59.615.189.056  58.615.189.056 61.545.948.508 64.623.245.934 67.854.408.230 71.247.128.642 

Jumlah 
Pendapatan  

1.177.660.512.378  1.293.572.850.765 1.355.502.206.377 1.420.497.588.875 1.488.712.641.552 1.560.308.781.137 

Kontribusi 
PAD 
terhadap 
Jumlah 
Pendapatan 
(%) 

7,13% 6,41% 6,45% 6,48% 6,52% 6,55% 

Sumber: RPJMD Tahun 2021-2026 

 

Proyeksi penerimaan PAD sebagaimana pada Tabel tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai 2026, walaupun 

masih dalam rentang 0% sampai 25 % yang berarti masih rendah. Proyeksi 

PAD ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan dalam 

merencanakan penerimaan-penerimaannya belum merencanakan 

terobosan yang signifikan dan meyakinkan sehubungan dengan penggalian 

potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Namun demikian, pada tahun 

2022 yang lalu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi 

sebesar 5,20% atau turun 6,83% dibandingkan tahun 2021. 
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4.3. Profil PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel 

4.3.1. Pendirian Perusahaan 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada 

tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I 

Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan 

Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta 

Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan 

Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan 

Nomor 26/ UBS/ 65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri 

terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 

melalui Akta Notaris Nomor 13 di hadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris 

pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan 

melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-

58606. AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum 

menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan 

sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima 

triliun rupiah) sesuai dengan Akta RUPS No. 3 Tanggal 5 Februari 2020. 

Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas 

diperoleh melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 

14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012. Tujuan pendirian Bank BPD 

Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan 
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perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional 

maupun syariah. Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan 

Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas : 

1. Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di kawasan 

regional maupun nasional. 

2. Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif 

berbasis digital. 

3. Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

4. Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik 

pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat. 

4.3.2. Visi Perusahaan (PT. BPD Kalsel) 

Secara garis besar visi Bank Kalsel mengandung dua sasaran 

pokok yang mendasar yakni menjadi bank yang unggul didaerah, yaitu 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sebagai bank yang 

modern, memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai Ketahanan 

kelembagaan yang kuat. Menjadi Bank yang berperan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yaitu berperan dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi sebagai implikasi peran bank sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah, berperan sebagai mitra konsultasi bagi 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, dan sebagai pemegang 
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kas bagi Pemerintah Daerah, yang berdampak kepada pertumbuhan 

ekonomi daerah Kalimantan Selatan. Kedua sasaran pokok tersebut tidak 

terlepas dari keinginan untuk mengantar Bank Kalsel menjadi Bank 

Regional Champion di Kalimantan Selatan. 

4.3.3. Misi Perusahaan (PT. BPD Kalsel) 

1. Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di 

Kawasan regional maupun nasional. 

2. Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif 

berbasis digital. 

3. Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

4. Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik 

pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat. 

4.3.4. Realisasi dan Rencana Penyertaan Kabupaten Balangan ke PT. 

BPD Kalsel 

Berikut data penyertaan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan: 

Tabel 13. Penyertaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 

 

No. Uraian  

Realisasi 2022 Setoran Modal   

Posisi  Share 
Target Setoran 

PERDA 
Realisasi 
Setoran  

Tanggal 
Setoran  

Posisi  
Share 
Saham 

1 Pemerintah Provinsi Kalsel          
411.253.500.000  

26,06%              
52.837.000.000  

        
52.837.000.000  

18-Apr-23          
464.090.500.000  

24,98% 

2 Pemerintah Kota Banjarmasin          
150.800.250.000  

9,56%              
10.000.597.704  

        
10.000.000.000  

30-Mar-23          
160.800.250.000  

8,66% 

3 Pemerintah Kabupaten 
Balangan 

         
143.397.500.000  

9,09%              
35.000.000.000  

        
35.000.000.000  

08-Mar-23          
178.397.500.000  

9,60% 

4 Pemerintah Kabupaten Tabalong          
124.815.250.000  

7,91%              
15.536.698.145  

        
15.536.463.000  

28-Apr-23          
140.351.713.000  

7,56% 

5 Pemerintah Kabupaten Kotabaru          
123.186.750.000  

7,81%              
10.000.000.000  

        
10.000.000.000  

23-May-23          
133.186.750.000  

7,17% 

6 Pemerintah Kabupaten Tanah 
Laut 

         
110.374.250.000  

6,99%              
28.318.896.928  

        
28.319.000.000  

06-Feb-23          
138.693.250.000  

7,47% 

7 Pemerintah Kabupaten HSU             
94.513.750.000  

5,99%              
18.749.944.474  

        
18.749.944.474  

30-Mar-23          
113.263.694.474  

6,10% 
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No. Uraian  

Realisasi 2022 Setoran Modal   

Posisi  Share 
Target Setoran 

PERDA 
Realisasi 
Setoran  

Tanggal 
Setoran  

Posisi  
Share 
Saham 

8 Pemerintah Kabupaten Batola          
100.000.000.000  

6,34%                 
7.500.000.000  

           
7.500.000.000  

18-Apr-23          
107.500.000.000  

5,79% 

9 Pemerintah Kota Banjarbaru             
70.492.000.000  

4,47%              
14.879.520.000  

        
14.879.520.000  

30-May-23             
85.371.520.000  

4,60% 

10 Pemerintah Kabupaten HST             
55.500.000.000  

3,52%              
35.000.000.000  

        
35.000.000.000  

07-Feb-23             
90.500.000.000  

4,87% 

11 Pemerintah Kabupaten HSS             
55.000.000.000  

3,49%              
18.000.000.000  

        
18.000.000.000  

28-Apr-23             
73.000.000.000  

3,93% 

12 Pemerintah Kabupaten Tapin             
42.442.250.000  

2,69%              
15.999.219.061  

        
15.999.219.061  

17-Mar-23             
58.441.469.061  

3,15% 

13 Pemerintah Kabupaten Tanah 
Bumbu 

            
59.000.000.000  

3,74%                 
5.000.000.000  

           
5.000.000.000  

08-Aug-23             
64.000.000.000  

3,45% 

14 Pemerintah Kabupaten Banjar      37.269.500.000  2,36%      12.800.000.000   12.800.000.000  06-Apr-23    50.069.500.000  2,70% 

Jumlah 1.578.045.000.000  100,00%      279.621.876.312  279.621.146.535    1.857.666.146.535  100,00% 

Sumber: Bank Kalsel, 2023 

Kabupaten Balangan berada di urutan kedua dengan jumlah penyertaan 

Rp178.397.500.000,- atau 9,60%. 

 Di samping penyertaan sebagaimana tabel tersebut di atas, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan juga merencanakan untuk 

menambah penyertaan pada tahun 2024 sebesar Rp180 milyar dan pada  

tahun 2025 sebesar Rp150 milyar. Selain berupa uang kas, juga 

direncanakan berupa inbreng, tanah dengan nilai appraisal sebesar 

Rp2.265.933.000,- dengan luas tanah 1.007 m2, dinilai oleh tim penilai 

berdasarkan surat tugas Nomor ST-259/KNL.1203/2023 pada tanggal 30 

Maret 2023. 

 

4.3.5. Pembayaran Dividen PT. BPD Kalsel 

Berikut data pembayaran dividen sejak tahun 2018-2022 dan 

proyeksi ke depan yang akan diterima pemerintah daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 

2023-2025. 

Tabel 14. Pembayaran dividen sejak tahun 2018-2022 dan proyeksi ke 
depan (dalam Rp.) 

No. Uraian  2018 2020 2022 
Proyeksi 

2023 
Proyeksi 

2024 
Proyeksi 

2025 

1 Pemerintah Provinsi Kalsel 

     
20.290.829.047  

        
30.954.360.703  

        
43.675.398.195  

        
59.800.684.648  

        
67.192.385.799  

        
67.251.617.796  
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No. Uraian  2018 2020 2022 
Proyeksi 

2023 
Proyeksi 

2024 
Proyeksi 

2025 

2 Pemerintah Kota Banjarmasin 

        
5.950.687.580  

        
10.669.280.010  

        
17.184.032.799  

        
20.708.117.458  

        
22.846.800.051  

        
22.866.940.155  

  Pemerintah Kota Banjarmasin       
                
397.891.923  

                
434.348.704  

                
434.731.594  

3 Pemerintah Kabupaten Balangan 

        
1.404.024.427  

           
9.447.692.278  

        
13.237.460.673  

        
22.887.309.323  

        
34.877.853.415  

        
51.935.586.675  

4 Pemerintah Kabupaten Tabalong 

        
4.000.126.646  

           
8.551.114.126  

        
13.648.561.936  

        
18.099.816.311  

        
20.320.562.465  

        
20.338.475.618  

5 Pemerintah Kabupaten Kotabaru 

        
4.878.689.759  

           
7.688.157.655  

        
10.770.853.094  

        
17.222.546.212  

        
19.283.168.765  

        
19.300.167.426  

6 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

        
2.425.352.727  

           
7.441.598.663  

        
10.425.528.033  

        
18.081.980.486  

        
20.080.413.227  

        
20.098.114.682  

7 Pemerintah Kabupaten HSU 

        
4.729.506.881  

           
7.217.454.125  

        
10.096.647.022  

        
12.883.568.553  

        
14.516.468.569  

        
14.529.265.248  

  Pemerintah Kabupaten HSU       
           
1.724.198.335  

           
1.882.177.715  

           
1.883.836.908  

8 Pemerintah Kabupaten Batola 

        
3.171.528.983  

           
6.107.938.662  

           
9.965.094.618  

        
14.009.111.469  

        
15.564.161.877  

        
15.577.882.128  

9 Pemerintah Kota Banjarbaru 

        
3.142.956.650  

           
5.480.333.955  

           
7.679.371.595  

        
10.665.052.672  

        
12.360.336.344  

        
12.371.323.331  

10 Pemerintah Kabupaten HST 

        
5.532.488.687  

           
4.841.522.022  

           
6.774.948.816  

        
11.616.233.652  

        
13.102.852.557  

        
13.114.403.093  

11 Pemerintah Kabupaten HSS 

        
5.039.404.262  

           
4.796.693.114  

           
6.709.172.614  

           
8.753.622.314  

        
10.207.194.533  

        
10.216.192.465  

  Pemerintah Kabupaten HSS       
                
331.576.603  

                
361.957.253  

                
362.276.329  

12 Pemerintah Kabupaten Tapin 

        
3.593.456.627  

           
3.698.384.878    

           
7.397.475.533  

           
8.461.336.869  

           
8.468.795.778  

13 
Pemerintah Kabupaten Tanah 
Bumbu 

        
6.194.344.687  

           
3.037.158.490  

           
6.084.298.694  

           
8.101.521.662  

           
9.266.105.675  

           
9.274.274.011  

14 Pemerintah Kabupaten Banjar 

        
1.776.246.713  

           
2.140.580.338  

           
3.009.261.248  

           
6.216.351.671  

           
7.249.229.125  

           
7.255.882.128  

Jumlah 

     
72.129.643.676  

     
112.072.269.019  

     
159.260.629.337  

     
238.897.058.825  

     
278.007.352.943  

     
295.279.765.365  

Sumber: Bank Kalsel, 2023 

Dividen yang diterima meningkat setiap tahunnya, proyeksi akan 

dibayarkan adalah 60% dari jumlah laba bersih (sesuai dengan kebijakan 

dividen pada PT. BPD Kalsel). 

4.4. Analisis Non Keuangan 

4.4.1. Aspek Hukum dan Kelembagaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa 

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan 

diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-

luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 
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dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam 

lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan 

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk 

menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian 

dalam rangka memperkuat implementasi otonomi daerah. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan 

kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, 

dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan 

sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan 

melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang 

pelaksanaan otonomi. Oleh karenanya BUMD perlu dioptimalkan 

pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal 

sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. 
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Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

pasal 304 ayat (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan 

usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat 

dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan 

penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah 

yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan 

modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran 

berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal 

tersebut dilakukan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal 

dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik 

daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang 

dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk 

investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan 

mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan 

uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang 

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 

sebagai modal/saham daerah pada BUMD.  

Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan 

perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang 

menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan 

infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan. Pemberian dana 

penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan 
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daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah 

dalam keuangan daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat 

sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam APBD dan dibuatkan perda 

tersendiri untuk mengaturnya. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

memiliki tujuan dalam hal: (a) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, (b) 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (c) mengungkit pendapatan 

masyarakat, serta (d) penyerapan tenaga kerja. Tujuan tersebut dapat 

dicapai dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan 

berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan 

akuntabel. Penyertaan modal Pemerintah Daerah cenderung diberikan 

kepada BUMD yang memiliki misi sebagai agent of development. Oleh 

karena itu, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis 

pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk 

mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun 

dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat.  

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari 

investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal 

maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan 

organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal 

dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang 

berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu 

tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih 

tinggi untuk permintaan (kebutuhan) yang penting. Untuk itu pemerintah 

memiliki peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai 
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penyelamat (pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha 

(mengelola badan usaha tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol 

atau pengarah dalam kegiatan ekonomi tertentu. 

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam bentuk investasi 

daerah harus memperhatikan 5 (lima) prinsip yang penting dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: 

1) Legalitas 

Pemerintah Daerah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat 

wajib bertanggungjawab atas setiap kebijakan dan tindakan sesuai 

peraturan yang ada. Begitu pula dengan investasi daerah harus 

berdasarkan perangkat perundang-undangan yang berlaku. Investasi 

jangka pendek tidak perlu mendapatkan persetujuan lembaga legislatif, 

namun hanya cukup dengan peraturan yang ada. Investasi yang 

bersifat jangka panjang, keputusan Pemerintah Daerah harus 

mendapatkan persetujuan melalui Lembaga legislatif. 

2) Keamanan 

Keputusan investasi daerah harus didasarkan pada analisis investasi 

agar dana publik terbebas dari risiko kerugian. 

3) Likuiditas 

Fungsi likuiditas menekankan pada kemudahan dalam hal pencairan 

kembali agar digunakan sewaktu-waktu saat pemerintah membutuhkan 

kas secara mendadak. Namun, prinsip ini tidak berlaku bagi investasi 

yang tidak untuk ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah. 
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4) Keuntungan 

Selain untuk menyejahterakan masyarakat, investasi daerah juga 

diharapkan dapat mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas 

daerah. 

5) Kesesuaian 

Pemilihan investasi harus menyesuaikan dengan peraturan yang terkait 

agar tidak ada yang mempersoalkan secara hukum pilihan tersebut. 

Pengaturan mengenai pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah 

Daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling 

terkait, peraturan-peraturan itu  dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 15. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah 

 

No Peraturan Tentang Perihal Ket 

1 

Undang-Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 

2003 

Keuangan 
Negara 

Penyertaan modal pada Perusahaan Negara/Daerah 
berasal dari surplus anggaran, surplus penerimaan 
negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai 
pengeluaran negara/daerah tahun anggaran 
berikutnya, penggunaan surplus penerimaan 
negara/daerah membentuk dana cadangan atau 
penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus 
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari 
DPR/DPRD. 

Pasal 3 ayat (7) dan 
ayat (8) 

Bab peraturan mengenai hubungan keuangan antara 
pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan 
daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola 
dana masyarakat, pada bab tersebut ditentukan bahwa 
pemerintah dapat memberikan 
pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan 
menerima pinjaman/hibah dari perusahaan 
negara/daerah, dan pemberian 
pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan 
pinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam 
APBN/APBD, dan dalam keadaan tertentu, untuk 
penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah 
Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan 
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penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah 
mendapat persetujuan DPR. 

 2 
Undang-Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan 
Negara 

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang 
untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau 
manfaat lainnya, investasi tersebut dilakukan dalam 
bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. 
Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan 
negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah, sedangkan penyertaan modal Pemerintah 
Daerah pada perusahaan  negara/ daerah/ swasta 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 41 

 3 
Undang-Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2007 

Perseroan 
Terbatas 

Pendirian badan hukum negara atau daerah wajib 
ditetapkan melalui peraturan, dalam hal pendiri adalah 
badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan 
Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau 
Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam 
Perseroan. 

Penjelasan Pasal 8 ayat 
(2) hurup a. 

4  

Undang-Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 
2014 

Pemerintahan 
Daerah 

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan 
modal pada suatu BUMD dan/atau milik swasta, 
penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual 
kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada 
BUMD, dan penyertaan modal dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 304 

  

Undang-Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 
2014 

Pemerintahan 
Daerah 

Bahwa dalam kondisi APBD surplus maka dapat 
digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang 
ditetapkan dalam perda. Pengeluaran pembiayaan ini 
digunakan untuk pembiayaan: 

Pasal 305 
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1.   Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

2.   Penyertaan modal daerah; 

3.   Pembentukan dana cadangan; serta 

4.  Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5 

Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2008, 
jo. Peraturan 
Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 49 
Tahun 2011 

Investasi 
Pemerintah 

Penyertaan modal merupakan bagian dari investasi 
langsung oleh badan investasi pemerintah untuk 
membiayai kegiatan usaha. Investasi langsung dapat 
dilakukan dengan cara: 

Pasal 1 angka 4PP 
49/2011 

1.  Kerjasama investasi antara Badan Investasi 
Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU 
dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public 
Private Partnership); dan/atau 

2.   kerjasama investasi antara Badan Investasi 
Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah 
Provinsi/ Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan 
hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah 
dan swasta (Non Public Private Partnership).  

Penyertaan modal sebagai bentuk Investasi Pemerintah 
pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 

6  
Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2017 

Badan Usaha 
Milik daerah. 

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka 
penambahan modal BUMD dilakukan untuk: 
pengembangan usaha; penguatan struktur permodalan; 
dan penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan 
modal Daerah untuk penambahan modal BUMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

Pasal 23  
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setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah 
Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. 

7  

Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 yang 
diganti dengan 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2020 

Pedoman  Teknis 
Pengelolaan 
Keuangan 

Daerah 

APBD diperkirakan surplus yakni anggaran pendapatan 
daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja 
daerah, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, 
penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian 
pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah 
lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan 
sosial. 

Pasal 56 (Permendagri 
13/2006) 
Batang Tubuh dan 
Penjelasan Permendagri 
77 tahun 2020 

8 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
52 Tahun 2012 

Pedoman 
Pengelolaan 

Investasi 
Pemerintah 

Daerah 

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah dapat 
dilakukan dengan pertimbangan: 

Pasal 72 

1.  Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal 
pengadaannya sesuai dokumen penganggaran 
diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam 
rangka penugasan pemerintah; atau 

2.  Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila 
dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau 
badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang 
sudah ada maupun yang akan dibentuk. 

 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
52 Tahun 2012 

Pedoman 
Pengelolaan 

Investasi 

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas 
Barang Milik 

Pasal 73 ayat (1) 
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Negara/Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan 
yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk 
Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota 
untuk Barang Milik Daerah; tanah dan/atau bangunan 
pada Pengguna Barang; atau Barang Milik 
Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

9  
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2014 

Pengelolaan 
Barang Milik 

Negara/Daerah 

Pengertian mengenai penyertaan modal Pemerintah 
Daerah, yaitu pengalihan kepemilikan Barang Milik 
Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan 
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 
negara atau daerah pada badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya 
yang dimiliki negara. Penyertaan Modal Pemerintah 
Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah 
dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki 
struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas 
usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1 angka 21 

 10 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
54 Tahun 2017 

Badan Usaha 
Milik Daerah 

Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk: 

Pasal 21 ayat (2) s.d (4) 
1.   Pendirian BUMD; 

2.   Penambahan modal BUMD; dan 

3.   Pembelian saham pada perusahaan perseroan 
Daerah lain. 
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Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
54 Tahun 2017 

Badan Usaha 
Milik Daerah 

Penyertaan modal tersebut dapat berupa uang dan 
barang milik Daerah, untuk barang milik Daerah yang 
dijadikan penyertaan modal harus dilakukan penafsiran 
harga barang milik Daerah, untuk mendapatkan nilai riil 
pada saat barang milik Daerah tersebut dijadikan 
penyertaan modal Daerah. Penyertaan modal Daerah 
dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk 
memenuhi modal dasar dan modal disetor. Sedangkan 
Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan 
modal BUMD dilakukan untuk: 

Pasal 21 ayat (2) s.d (4) 

 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
54 Tahun 2017 

Badan Usaha 
Milik Daerah 

1.   Pengembangan usaha; 

Pasal 21 ayat (2) s.d (4) 

2.   Penguatan struktur permodalan; dan 

3.   Penugasan Pemerintah Daerah 

Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal 
BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis 
investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya 
rencana bisnis BUMD. 

11 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2016  

Pedoman 
Pengelolaan 
Barang Milik 

Daerah 

Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan 
untuk optimalisasi barang milik daerah, maka 
pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota 
disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:  Pasal 419 Ayat (2) 

Pedoman 
Pengelolaan 
Barang Milik 

Daerah 

a. data administratif, antara lain tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 
barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan 
atau nilai buku;  
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Pedoman 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai 
penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

12 
Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 
52 Tahun 2012 

Pedoman 
Pengelolaan 
Investasi 
Pemerintah 
Daerah. 

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi a. 
investasi surat berharga; dan/atau b. investasi 
langsung. 

Pasal 9 

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara: a. pembelian 
saham; dan/atau b. pembelian surat utang. 

Pasal 10  

Pasal 11 Investasi langsung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. penyertaan modal 
pemerintah daerah; dan/atau b. pemberian pinjaman 

Pasal 11 

Pasal 12 Investasi pemerintah daerah dilaksanakan 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang surat 
berharga dan investasi langsung. 

Pasal 12 

13 
Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2019  

Pengelolaan 
Keuangan 

Daerah 

Daerah dapat melakukan Penyertaan modal. 
Penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah 
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan 
telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai 
penyertaan modal daerah bersangkutan. 

Pasal 78 
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14 

Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan 
Nomor 12 Tahun 
2020 

Konsolidasi Bank 
Umum 

Modal Inti adalah Modal Inti sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban 
penyediaan modal minimum bank umum syariah. Pasal 8 Ayat (1) s.d (2) 

(1) Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Modal Inti 
minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). 

 

Berdasarkan analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat melakukan penyertaan modal jika jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan 

sebelumnya pada peraturan daerah pada tahun anggaran dan jika APBD mengalami surplus yakni anggaran pendapatan 

daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. 
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4.4.2. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Peran perbankan dalam perekonomian selaku intermediary 

institution dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi 

pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat 

struktur perekonomian suatu negara. Bank BPD Kalsel sebagai salah satu 

alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas 

sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, sebagai 

pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah, 

dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan sehubungan 

dengan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan di PT. BPD 

Kalimantan Selatan adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek tersebut 

tentu memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Pengaruh langsung yang 

dimaksud adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa 

pendapatan jasa giro, bunga deposito, dan dividen. Pengaruh tidak 

langsung adalah penyaluran kredit yang tepat kepada masyarakat, baik 

sebagai petani, pedagang, dan pengusaha, serta masyarakat lainnya dapat 

memperlancar roda perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat 

serta memperkuat daya beli masyarakat. Adanya penetapan pasar sasaran 

atau targeting yang baik akan memudahkan perusahaan dalam 

mengalokasikan produk dan jasa kepada konsumen. 
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Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada calon nasabah, 

dapat diketahui bahwa sumber utama permodalan usaha dari responden 

adalah dari modal sendiri, yaitu sebesar 81.4%, sumber kedua permodalan 

usaha adalah melalui bank konvensional yaitu sebesar 16.3%, sisanya 

meminjam dengan tetangga sebesar 2,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih besar potensi bagi PT BPD Kalsel untuk menyalurkan kredit di 

Kabupaten Balangan. Demikian pula dengan informasi bahwa sebagian 

besar responden belum pernah mendapatkan kredit (66.2%).  Potensi ini 

perlu difasilitasi karena sebagian besar terkendala dengan jaminan (33.3%). 

Hal ini memerlukan kebijakan-kebijakan khusus pemerintah Kabupaten 

Balangan dalam rangka memfasilitasi kendala calon nasabah PT BPD 

Kalsel. 

Hasil survei menunjukkan bahwa 61.4% menyatakan berencana 

untuk menambah permodalannya, dan sebanyak 35.3% berkeinginan 

tambahan modal mereka diperoleh dari PT BPD Kalsel. Hal ini 

menunjukkan potensi yang sangat besar bagi perkembangan penyaluran 

dana PT BPD Kalsel. 

Berdasarkan Laporan Tahunan PT BPD Kalsel tahun 2022, dalam 

bidang penyaluran kredit, PT BPD Kalsel memberikan penyaluran dalam 

sektor produktif seperti sektor pertanian, perkebunan, komunikasi, dan 

kesehatan. Dan sektor konsumtif menyangkut ekspansi KPR dan Kredit 

Kendaraan Bermotor hingga Program Kredit Multiguna Bunga Murah 

(Laporan Tahunan PT BPD Kalsel (2022). 
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Hasil survei terhadap responden nasabah PT. BPD Kalsel 

menunjukkan bahwa sebanyak 32% masih berencana untuk melakukan 

pinjaman Kembali dan sebagian besar (58,7%) akan dimanfaatkan untuk 

pengembangan usaha dengan jumlah di atas Rp.100.000.000,- (32,7% dari 

responden).  

Sebanyak 93.9% dari responden memperoleh peningkatan omset 

penjualan dengan adanya kredit yang diperoleh, sekaligus dapat 

meningkatkan laba yang diperoleh (89,8%). Hal ini menunjukkan bahwa 

nasabah yang ada ini masih memiliki kemampuan yang cukup untuk 

menambah kredit yang ada selama ini. Peningkatan omset dan laba 

tersebut masih memungkinkan untuk memenuhi pembayaran pokok 

pinjaman dan beban tetap berupa bunga dimana kita ketahui bahwa beban 

bunga merupakan unsur pengurang dalam menghitung laba kena pajak 

dengan kata lain ada penghematan pajak dengan adanya pembebanan 

bunga dari kredit yang diperoleh.  

4.4.3. Aspek Ekonomi 

Salah satu fungsi dan peran pemerintah daerah adalah 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. 

Peran pemerintah daerah dalam perekonomian sangat strategis, baik 

dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, regulator atau stimulator, bahkan 

sebagai pelaku ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi dan peran ini 

diperlukan upaya-upaya dalam usaha menambah dan memupuk sumber 

pendapatan asli daerah (PAD). Peranan pemerintah daerah dalam hal 
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pembangunan perekonomian dapat dikaji dari Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Daerah (APBD). Pentingnya pertumbuhan ekonomi menurut 

Sukirno (2015) adalah menjadi salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan yang akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah 

Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure). Pemerintah wajib ikut 

campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum. Harus 

ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian yaitu 

pemerintah. Pemerintah juga harus mendorong konsumsi lewat instrumen 

pengeluaran pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. 

Instrumen penting lain untuk menggerakkan perekonomian adalah 

investasi. Investasi Pemerintah daerah meliputi kerja sama daerah dengan 

pihak ketiga dalam bentuk penggunaan/pemanfaatan aset daerah, 

penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya 

maupun investasi lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk 

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, antara lain dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, 

pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian 

fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. 

Indikator Investasi Pemerintah daerah Kabupaten Balangan 

terdapat pada  APBD Kabupaten Balangan untuk periode tertentu. Investasi 

Pemerintah terdapat dalam pos pengeluaran yang berupa Penyertaan 
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Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah untuk 

penyertaan modal dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana yang 

belum terpakai (idle) atau dengan mengalokasikan secara khusus dalam 

rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan dengan 

meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu daerah, dan hal ini dapat diukur 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu mampu membayar 

lebih besar kepada pajak daerah akibat adanya faktor produksi yang 

bertumbuh. Berikut ini pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan sisi 

pengeluaran (adanya aktivitas ekonomi). 

 

Tabel 16. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan berdasarkan 
Pengeluaran Tahun 2018-2022 

 

Sumber: BPS 2023  

Pada tabel di atas terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Balangan lebih dominan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga yaitu 
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sebesar 5,46% pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, 

dan 2020 hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi setelah 

adanya pemilihan ekonomi dampak adanya Covid-19. 

Sejalan dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya aktivitas 

masyarakat,  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2022 

juga meningkat yaitu sebesar 5.24% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 

3,27. Pertumbuhan ekonomi  ini lebih tinggi dari pertumbuhan yang dicapai 

Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 5.11%. Seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan yang menujukan pemulihan ke 

arah positif, maka penyertaan modal untuk peningkatan PAD menjadi 

relevan. Berdasarkan hasil survei potensi perkembangan BPD Kalsel yang 

mana Kabupaten Balangan akan menginvestasikan penyertaan modalnya 

diperoleh informasi antara lain: 

a). Potensi Pelaku Usaha untuk pengembangan usaha dengan 

permodalan dari PT BPD Kalsel sebanyak 35.3% dari responden 

b). 51.9% dari responden menyatakan kebutuhan modal yang 

diperlukan sebesar sampai dengan Rp. 25.000.000.00 

c). 61.4% dari responden menyatakan penggunaan dana digunakan 

untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat/memperluas 

pasar. 

d). 62.2% dari responden menyatakan jangka waktu kredit dari BPD 

Kalsel 1-3 Tahun 

e). Tanggapan atas harapan pada pemerintah daerah dalam 

pengembangan usaha antara lain: memberikan permodalan 
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(bantuan usaha) untuk pengembangan usaha, kemudahan regulasi, 

bantuan untuk UMKM, kecukupan bahan baku dan harga yang stabil. 

Sementara itu, responden yang sudah menjadi nasabah BPD Kalsel 

memberikan tanggapan atas survei potensi-potensi pengembangan BPD 

Kalsel antara lain:  

a). Potensi Pelaku Usaha untuk pengembangan usaha dengan 

permodalan dari PT BPD Kalsel sebanyak 48.5% dari responden 

adalah PNS 

b). 35.4% dari responden menyatakan lebih dari 10 tahun sebagai 

nasabah BPD Kalsel 

c). 32% dari responden menyatakan berencana untuk pengajuan kredit 

kembali (kredit berulang) BPD Kalsel 

d). 58.7% dari responden menyatakan penggunaan dana digunakan 

untuk pengembangan usaha. 

e). 85.9% dari responden menyatakan proses peminjaman di PT. BPD 

Kalsel cepat 

f). 32.7% dari responden menyatakan kebutuhan penambahan modal 

yang diharapkan dari pinjaman di atas Rp. 100.000.000,00 

g). 41.8% dari responden menyatakan jangka waktu kredit dari BPD 

Kalsel 4-5 Tahun 

h). 81.8% dari responden menyatakan bahwa pengembalian pinjaman 

yang lakukan selama ini tidak memberatkan 

i). 100% dari responden setuju dengan rencana Pemerintah Daerah 

Kabupaten Balangan memperkuat permodalan PT. BPD Kalsel 
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4.4.4. Multiplier Effect 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan angka pengganda 

(multiplier effect coefficient) dari pajak, investasi dan pengeluaran 

pemerintah. Tahapan awal untuk melihat efek pengganda (multiplier effect) 

dari pajak, investasi dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi 

(PDRB) Kabupaten Balangan, maka perlu dibuat asumsi-asumsi dan fungsi 

linier dari Fungsi Konsumsi, yaitu persamaannya adalah C = a + bY, di 

mana : 

 
C : tingkat konsumsi (pengeluaran agregat) 
Yd : Pendapatan Daerah 
a : Konstanta, (nilai C jika Yd = 0) atau disebut C0 
b : Koefisien dari Yd 

     
Tabel 17. Data Pengolahan Fungsi Konsumsi (Regression) 

No. PDRB ( Y) Simpanan (S) Investasi (I) Konsumsi (C) 

1. 9.121,16 752.681,09 697,89 666,34 
2. 9.409,83 949.822,57 342,49 688,45 
3. 9.177,87 818.603,54 962,02 682,59 
4. 9.477,83 896.486,91 115,12 660,75 
5. 9.974,65 1.012.261,59 403,60 673,46 

Sumber; Data diolah, 2023 

Hasil pengolahan data sekunder di atas, menghasilkan persamaan 

fungsi Linier dari konsumsi, yaitu : C = 695,374072085395 + -0,0022Y. Dari 

persamaan tersebut dapat dilihat bahwa besarnya MPS adalah -0,22 

artinya setiap tambahan pendapatan (PDRB) sebesar Rp1 milyar akan 

menambah pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp220 juta. 

Sedangkan besarnya MPC adalah 1 – MPC, yaitu 1 – 0,22 = 0,78 artinya 

setiap tambahan pendapatan (PDRB) sebesar Rp1 milyar akan menambah 

tabungan sebesar Rp780 juta. Nilai MPC lebih besar dari MPS, hal ini 
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mengindikasikan bahwa tingkat konsumtif masyarakat tinggi sehingga 

perputaran ekonomi positif. 

 

Multiplier Investasi 

Rumus: 

KI = 
1 

1-MPC 

 

Perhitungan: 

KI = 
1 

= 1,22 
1-(-0,22) 

 

Makna dari angka pengganda pengeluaran investasi sama dengan 

angka pengganda pengeluaran pemerintah sebesar 1,22 artinya adalah 

bahwa kenaikan atau penambahan pengeluaran untuk investasi sebesar 

Rp1 maka akan mempengaruhi/menyebabkan kenaikan pengeluaran 

agregat (Y = PDRB) sebesar Rp1,22. Misalnya investasi bertambah 

sebesar Rp1 milyar, maka akan mempengaruhi atau menyebabkan 

kenaikan PDRB sebesar Rp1.220.000.000,- Pengeluaran investasi bagi 

dunia bisnis adalah suatu modal percepatan pertumbuhan bisnisnya. 

Investasi adalah modal, baik dalam bentuk finansial maupun barang modal, 

merupakan suatu cara untuk mengembangkan bisnis dengan tujuan 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tanpa investasi mustahil bisnis 

akan berkembang. Investasi juga turut berperan dalam pengembangan 

ekonomi sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi yang positif, dan 

meningkat bisa tercapai. 
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4.5. Analisis Kelayakan Investasi 

4.5.1. Aspek Keuangan 

Analisis keuangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menentukan investasi atau dalam hal ini jumlah penyertaan modal 

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, yaitu pada tahun 2023 

sebesar Rp35.000.000.000,-, kemudian tahun 2024 sebesar 

Rp180.000.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp150.000.000.000,-.  

2. Menentukan proyeksi net cash flow dari investasi penyertaan modal 

selama 6 (enam) tahun (2023 sampai 2028)  

Tabel 18. Proyeksi Arus Kas Bersih (Net Cash Flow) (dalam Rp.) 
Uraian 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Net cash flow 7.483.806.082 51.926.273.758 88.153.906.613 88.153.906.613 88.153.906.613 88.153.906.613 88.153.906.613 

Sumber; Lampiran 2. Data diolah, 2023 

 

Perhitungan net cash flow diperoleh dari jumlah dividen yang 

diperoleh dari investasi sebanyak Rp365.000.000.000,- dengan rincian 

jumlah dividen yang diperoleh Pemda Kabupaten Balangan sebagai 

berikut: 

a. Dividen atas penyertaan investasi pada tahun 2023 sebesar 

Rp7.483.806.082,-.  

b. Dividen atas penyertaan investasi pada tahun 2024 sebesar 

Rp51.926.273.758,-. 

c. Dividen atas penyertaan investasi pada tahun 2025 sampai tahun 

2028 sebesar Rp88.153.906.613,-. 
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3. Menghitung kelayakan investasi yaitu: 

a. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) Karet diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

Hasil perhitungan net present value disajikan pada tabel berikut  

ini: 

Tabel 19. Net Present Value (NPV) 

Tahun Proceed Outlay DF 5% PV 

0         35.000.000.000,00   1,000   

2023 7.483.806.081,71   0,952 7.124.583.390 

       180.000.000.000,00   0,952 0 

2024 51.926.273.758,18   0,907 47.097.130.299 

       150.000.000.000,00   0,907 0 

2025 88.153.906.613,00   0,864 76.164.975.314 

2026 88.153.906.613,00   0,823 72.550.665.142 

2027 88.153.906.613,00   0,784 69.112.662.785 

2028 88.153.906.613,00   0,746 65.762.814.333 

2029 88.153.906.613,00   0,711 62.677.427.602 

    PV Proceed   400.490.258.864 

    PV Outlay      342.410.000.000 

    Net Present Value   58.080.258.864 

Keterangan: 
DF : Discount Factor 
PV : Present Value 

b. Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR) 

Berdasarkan net present value, kita dapat menghitung Net 

Benefit Cost Ratio (BCR) sebagai berikut : 
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Net Benefit Cost Ratio (BCR) diperoleh pada tabel berikut: 

 
Tabel 20. Net Benefit Cost Ratio (BCR) 

PV Proceed 400.490.258.864 

PV Outlay 342.410.000.000 

Benefit Cost Ratio 1,170 

Hasil benefit cost ratio memperoleh angka 1.170, hal ini menunjukkan 

bahwa investasi layak dilakukan karena hasil benefit cost ratio > 1. 

c. Internal Rate Return (IRR) 

Internal Rate Return (IRR) dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Internal Rate of Return (IRR) diperoleh pada tabel berikut: 

 
Tabel 21. Internal Rate of Return (IRR) 

 

Tahun Proceed Outlay DF 5% PV 

0        35.000.000.000,00      

2023 7.483.806.081,71     180.000.000.000,00  0,952 7.124.583.390 

2024 51.926.273.758,18     150.000.000.000,00  0,907 47.097.130.299 

2025 88.153.906.613,00   0,864 76.164.975.314 

2026 88.153.906.613,00   0,823 72.550.665.142 

2027 88.153.906.613,00   0,784 69.112.662.785 

2028 88.153.906.613,00   0,746 65.762.814.333 

2029 88.153.906.613,00   0,711 62.677.427.602 

    PV Proceed   400.490.258.864 

    PV Outlay   342.410.000.000 

    Net Present Value   58.080.258.864 

      DF 9%   

0         35.000.000.000,00      

2023 7.483.806.081,71     180.000.000.000,00  0,917 6.862.650.177 

2024 51.926.273.758,18     150.000.000.000,00  0,842 43.721.922.504 

2025 88.153.906.613,00   0,772 68.054.815.905 

2026 88.153.906.613,00   0,708 62.412.965.882 

2027 88.153.906.613,00   0,650 57.300.039.298 

2028 88.153.906.613,00   0,596 52.539.728.341 
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2029 88.153.906.613,00   0,547 48.220.186.917 

    PV Proceed   339.112.309.026 

    PV Outlay   342.410.000.000 

    Net Present Value   -3.297.690.974 
 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dihitung IRR sebagai berikut: 

IRR = 5 +  
𝟓𝟖.𝟎𝟖𝟎.𝟐𝟓𝟖.𝟖𝟔𝟒

 𝟓𝟖.𝟎𝟖𝟎.𝟐𝟓𝟖.𝟖𝟔𝟒 −(−𝟑.𝟐𝟗𝟕.𝟔𝟗𝟎.𝟗𝟕𝟒)
 (9 − 5) 

IRR = 8,79% 

Hasil IRR menunjukkan angka 8,79% yang berarti lebih besar dari biaya 

modal sebesar 5%. Hal ini berarti investasi layak untuk dilakukan. 

d. Discounted Payback Period (DPP) 

Discounted Payback Period menunjukkan hasil pada tabel berikut: 

Tabel 22. Discounted Payback Period 

Tahun Arus Kas DF 5% PV Arus Kas Komulatif 

0 -35.000.000.000 1 -35.000.000.000 -35.000.000.000 

  7.483.806.082 0,9524 7.127.576.912 -27.872.423.088 
(1) 

2023 
-150.000.000.000 0,9524 

-142.860.000.000 -170.732.423.088 

  51.926.273.758 0,907 47.097.130.299 -123.635.292.789 
(2) 

2024 
-180.000.000.000 0,907 

-163.260.000.000 -286.895.292.789 
(3) 

2025 
88.153.906.613 0,864 

76.164.975.314 -210.730.317.475 
(4) 

2026 
88.153.906.613 0,823 

72.550.665.142 -138.179.652.333 
(5) 

2027 
88.153.906.613 0,784 

69.112.662.785 -69.066.989.548 
(6) 

2028 
88.153.906.613 0,746 

65.762.814.333 -3.304.175.215 
(7) 

2029 
88.153.906.613 

0,711 62.677.427.602 59.373.252.387 

 DPP 6 59.373.252.387 62.677.427.602 

  6 0,947282852 11,36739423 

   6,053  

 Pembulatan   6,06 tahun 

Discounted Payback Period  6 tahun, 1  bulan  
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Hasil perhitungan Discounted Payback Period (DPP) menunjukkan 

angka 6 tahun, 1 bulan. Hal ini berarti bahwa investasi akan ditutupi selama 

6 tahun, 1 bulan. Pengambilan keputusan tentang layak tidaknya usaha 

tersebut dilihat dari Discounted Payback Period (DPP) tergantung dari 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menentukan berapa 

lama tingkat pengembalian yang diharapkan. 

4.5.2. Analisis Kinerja Keuangan (Rasio Keuangan) 

Berikut adalah data dari rasio keuangan PT. BPD Kalsel: 

Tabel 23. Rasio Keuangan 
No. Rasio 

Keuangan 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 CAR 
(KPMM) 

21.12% 21.19% 22.89% 19.81% 25.63% 23.63% 22.05% 24.67% 25.33% 

2 Aktiva Tetap 
Terhadap 
Modal 

17.06% 13.42% 15.42% 8.85% 7.78% 6.88% 6.99% 7.41% 9.20% 

3 Modal 
Terhadap 
Modal 
Pelengkap 

891.16% 976.80% 2211.79% -
29801.28% 

7859.81% 2239.08% 2306.85% 2377.72% 2436.26% 

4 Jumlah 
Lembar 
Saham 

3,809,476  4,365,244  4,687,245 5,027,245 5,027,245 5,127,245 5,307,245 5,367,245 5,469,701 

5 EPS 
(Earning Per 
Share) 

55847 45305 45,938 34,331 20,446 30,092 37,026 40,850 43,917 

6 Aktiva 
Produktif 
Bermasalah 

2.83% 3.32% 5.28% 5.62% 3.29% 3.46% 3.04% 2.87% 2.53% 

7 NPL (Gross) 4.21% 4.33% 4.23% 5.65% 3.71% 4.14% 3.64% 3.71% 3.10% 

8 CKPN 
Terhadap 
Asset 
Produktif 

0.98% 1.44% 2.10% 1.84% 3.39% 3.10% 3.24% 3.39% 3.17% 

9 CKPN/PPAP 
Telah 
Dibentuk 

96,638 145,806 195,102 222,478 508,225 428,001 433,720 508,225 533,501 

10 Aset 
Produktif 

9,782,700 9,427,918 11,192,573 12,059,757 14,986,174 13,790,685 13,378,140 14,986,174 17,755,058 

11 ROA 2.68% 2.20% 2.60% 1.34% 0.78% 1.42% 1.83% 1.77% 1.70% 

12 ROE 19.02% 14.01% 12.71% 9.00% 5.80% 9.29% 11.01% 11.56% 11.64% 

13 NIM 6.72% 6.39% 7.78% 6.78% 6.06% 5.66% 6.26% 5.95% 5.02% 

14 BOPO 75.15% 79.62% 79.91% 81.70% 90.11% 88.79% 80.71% 80.69% 80.89% 

15 LDR 91.44% 100.55% 106.53% 103.89% 89.73% 95.26% 93.14% 82.85% 80.94% 

16 COF (Cost 
of Fund) 

4.03% 5.46% 3.74% 3.32% 4.00% 3.87% 2.99% 2.67% 2.02% 

17 GWM 
Rupiah 

8.97% 9.19% 8.94% 6.41% 6.41% 4.00% 4.00% 3.07% 8.77% 
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Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap 

faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari CAR, ROA, dan BOPO dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 24. Kriteria Tingkat Kesehatan Bank 

Kriteria CAR ROA BOPO 

Sehat >8% 1,215% 93,52% 

Cukup Sehat 7,99%-8% 0,99%-1,21% >93,52%-94,72 

Kurang Sehat 6,5%-7,99% 0,76%-0,766% >94,72%-95,92 

TIdak Sehat 6,5% <0,766% >95,92% 

Sumber: Peraturan Bank Indonesia, 2023 

 Mengacu kepada kriteria kesehatan Bank, maka kondisi keuangan 

PT BPD Kalsel dapat ditunjukkan dalam tabel 25 berikut ini: 

Tabel 25. Tingkat Kesehatan PT BPD Kalsel tahun 2014 - 2022 

No. Rasio 
Keuangan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 CAR 
(KPMM) 

21.12% 21.19% 22.89% 19.81% 25.63% 23.63% 22.05% 24.67% 25.33% 

Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat 

2 ROA 2.68% 2.20% 2.60% 1.34% 0.78% 1.42% 1.83% 1.77% 1.70% 

Sehat Sehat Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat 

3 BOPO 75.15% 79.62% 79.91% 81.70% 90.11% 88.79% 80.71% 80.69% 80.89% 

Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat 

Sumber: PT BPD Kalsel, data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai Rasio CAMEL pada PT. 

BPD Kalsel dengan menggunakan rasio CAR, ROA, dan BOPO rata-rata 

sesuai standar. 

Grafik perkembangan kinerja laporan keuangan untuk CAR dan 

Aktiva tetap terhadap modal terlihat bahwa pola pertumbuhan pada tahun 

2014-2022 berfluktuasi, CAR cenderung stabil di angka 20%-26% sedikit 

meningkat di tahun 2018, kemudian penurunan pada 2019-2020 dan 
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meningkat Kembali pada tahun 2021 dan 2022. Perkembangan aktiva 

terhadap modal cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2022. 

 

Gambar 3. Perkembangan CAR dan Aktiva Tetap terhadap Modal 
 

Kinerja PT. BPD Kalsel juga dapat dilihat dari nilai Return on Asset 

(ROA) dibandingkan dengan bank lain tahun 2014-2022. Rasio ROA sangat 

penting bagi industri perbankan karena menunjukkan seberapa besar 

kemampuan manajemen menambah laba dari setiap aset produktif yang 

dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA semakin baik kualitas aset bank. 

Sebaliknya, semakin kecil ROA maka perolehan laba dibandingkan rata-

rata nilai aset menjadi semakin kecil. Hal ini dikarenakan nilai ROA selalu 

dihitung berdasarkan besar-kecilnya laba, dalam hampir sepuluh tahun 

terakhir ROA Bank Kalsel mengalami kecenderungan berada pada posisi 

2,6-1,7% . 
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Gambar 4. Perkembangan ROA, ROE, NIM dan BOPO 
 

Seperti ditunjukkan Gambar 4 untuk ROE, NIM masih cenderung 

stabil, sedangkan BOPO sempat mengalami peningkatan sehingga stabil 

pada tahun 2021-2022. 

Perkembangan NPL menunjukkan angka di bawah 5%, tetapi 

meningkat di 2017 melebihi 5%, hingga dapat di atasi dan menurun Kembali 

di tahun 2018 dengan prestasi terbaik di tahun 2022 penurunan terjadi 

hingga 3%. 

 

Gambar 5. Perkembangan NPL 
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4. Menyimpulkan hasil analisis keuangan 

Hasil analisis keuangan menunjukkan layak tidaknya suatu 

keputusan investasi. Hasil ini dikombinasikan dengan interpretasi 

aspek non keuangan, aspek hukum dan kelembagaan, aspek pasar 

dan pemasaran dan aspek ekonomi. Adapun kesimpulan aspek 

keuangan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 26. Kesimpulan Kelayakan Investasi Aspek Keuangan 

No Teknik Analisis Hasil Perhitungan Simpulan 

1 
Net Present Value 
(NPV) 

Rp 5.490.258.864 
58.080.258.864 

Layak 

2 
Net Benefit Cost Ratio 
(Net B/C Ratio) 

1,170 Layak 

3 
Internal Rate of Return 
(IRR) 

8,79% Layak 

4 
Discounted Payback 
Period (DPP) 

6 Tahun, 1 Bulan 

Tergantung prediksi 
jangka waktu yang 

ditetapkan 
pemerintah 
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BAB 5.  PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, beberapa hal yang 

dapat simpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek non keuangan dilihat dari aspek pasar dan pemasaran menunjukkan 

bahwa PT. BPD Kalimantan Selatan telah berkontribusi secara nyata dalam 

pengembangan usaha di Kabupaten Balangan dan masih memiliki potensi 

yang cukup besar untuk mendapatkan kredit. 

2. Aspek ekonomi dikaitkan dengan multiplier effect menunjukkan bahwa 

penyertaan pemerintah daerah di lembaga keuangan baik langsung maupun 

tidak telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli 

daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan untuk mendanai 

kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Balangan. Bank Kalsel telah 

mengucurkan pinjaman kepada pelaku ekonomi, termasuk di dalamnya 

UMKM yang tersebar begitu banyak di Kabupaten Balangan. 

3. Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

arus kas yang positif. 

4. Kinerja keuangan PT. BPD Kalimantan Selatan secara keseluruhan dapat 

dikatakan sehat. 

5. Kajian dari aspek keuangan menunjukkan bahwa penyertaan modal pada PT. 

BPD Kalimantan Selatan layak untuk dilaksanakan.  
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5.2. Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah: 

1. Penyertaan modal pada PT. BPD Kalimantan Selatan dilakukan secara 

fleksibel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

2. Pemerintah daerah perlu mencari strategi untuk mengambil kebijakan terkait 

dengan lemahnya jaminan oleh calon nasabah sebagai salah satu syarat 

dalam melakukan pinjaman pada suatu lembaga keuangan. 

3. PT. BPD Kalsel sebagai lembaga keuangan pemerintah daerah di 

Kalimantan Selatan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar 

tercipta sinergi yang kuat untuk mengembangkan perekonomian di 

Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. SK Pengangkatan Tim Pelaksana Kajian 
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Lampiran 2. Perhitungan Prediksi Dividen Tahun 2023-2029 

Perhitungan Prediksi Dividen Tahun 2023-2029   

Tahun Penyertaan Akumulasi Penyertaan Dividen 

2023         35.000.000.000              35.000.000.000            7.483.806.082  

2024      180.000.000.000            215.000.000.000         51.926.273.758  

2025      150.000.000.000            365.000.000.000         88.153.906.613  

2026                                    -           88.153.906.613  

2027                                    -           88.153.906.613  

2028                                    -           88.153.906.613  

2029                                    -           88.153.906.613  

Total      365.000.000.000      
 

Cara Perhitungan:    

            22.887.309.323  Dividen 60%   

             38.145.515.538  Dividen 100%   

  Dividen tahun 2023            7.483.806.082  Dividen dari Penyertaan 35M 

          

          

  Dividen tahun 2024          51.935.586.675  Dividen 60%    

             86.559.311.125  Dividen 100%   

             51.926.273.758  Dividen dari Penyertaan 215M 

          

          

Tahun Penyertaan Dividen % Dividen terhadap Penyertaan 

2023 35.000.000.000              7.483.806.082  21,38%   

2024      215.000.000.000           51.926.273.758  24,15%   

2025      365.000.000.000           88.153.906.613  24,15%   

2026      365.000.000.000           88.153.906.613  24,15%   

2027      365.000.000.000           88.153.906.613  24,15%   

2028      365.000.000.000           88.153.906.613  24,15%   

2029      365.000.000.000           88.153.906.613  24,15%   
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Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Balangan 
  

 
 



 

108 
 



 

109 
 

 

 
 



 

110 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 



 

112 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

Lampiran 4. Neraca Pemerintah Kabupaten Balangan 
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Lampiran 5. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Balangan 
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Lampiran 6. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Balangan 
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Lampiran 7. Ringkasan Hasil Survei Nasabah PT BPD Kalsel  
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Lampiran 9. Perjanjian Kerja Sama 
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